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ABSTRAK
Di tengah – tengah perdebatan pemberantasan korupsi, akhir – kahir ini sering terdengar istilah whistleblower dan justice collaborator sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 10 Agustus 2011 pasca putusan Agus Condro, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur mengenai whistleblower dan justice Collaborator, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( Justice Colaborator ) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bertolak dari SEMA diatas kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dibuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Seusai dengan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator saat ini dan di masa yang akan datang di dalam tesis ini juga dikaji mengenai Implemetasi Kebijakan Formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam praktek pengadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan saksi dan koban, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (library research).
Pembahasan mengenai permasalahan whistleblower danjustice collaborator  di Indonesia saat ini merupakan suatu tuntutan perkembangan jaman, wujud perlindungan hukum pidana kepada whistleblower dan justice collaborator saat ini hanya berdasar pada SEMA No. 4 Tahun 2011 dan, Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011, untuk itu perlu diformulasikan peraturan setingkat undang – undangan mengenai perlindungan whistleblower dan justice collaborrator .
	Dapat disimpulkan, perlindungan whistleblower dan justice collaborator saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang tidak mengatur mengenai whistleblower dan justice collaborrator seperti tidak tercantumkannya mengenai reward terhadap whistleblower dan justice collabor. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta  perlu diformulasikan peraturan setingkat Undang – Undang mengenai perlindungan whistleblower dan justice collaborator.

Kata Kunci :  Kebijakan Formulasi Hukum Pidana,  Whistleblower, Justice    Collaborator
ABSTRACT
In the middle of an argument for fighting against corruption, this lately time often heard the terms of whistleblower and justice collaborator as one of approaching process for eradicating corruption. On August 10 of 2011 post-verdict upon Agus Condro, the Supreme Court issued a circular which specifically regulates the whistleblower and justice collaborator, namely Supreme Court’s Circular (SEMA) No. 4 of 2011 on the treatment toward the Criminal Informant (Whistleblower) and Collaborator Witness (Justice Collaborator) in certain criminal cases. Based on the SEMA above, later on December 14 of 2011, the Joint Regulation was created with Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. The General Attorney of the Republic of Indonesia, Chief of Indonesian National Police, Indonesian Corruption Eradication Commission and Indonesian Chief of Witness and Victim Protection Agency.
In accordance with the description above, then problem of this research is how the present and future protection toward whistleblowers and justice collaborator, this thesis also examines the Formulation Policy Implementation of protection criminal law toward whistleblowers and justice collaborator in court practice.
This research uses a normative juridical approach to find rules and legal norms that constitute criminal law policy in formulating witness and victim protection using secondary data as data source. Data collection methods in this normative juridical approach on this research uses library research techniques.
Discussion about whistleblower and justice collaborator issues in Indonesia today constitutes a development of time demands. Currently form of criminal legal protection for whistleblowers and justice collaborator only based on SEMA No. 4 of 2011 and Joint Regulations on the Protection for the Informant, Informant Witnesses, and Collaborator Witness; No. 1 of 2011; No. KEPB-02/01-55/12/2011; No. 1 of 2011; Number: KEPB - 02/01-55/12/2011; No. 4 of 2011, therefore it is necessary to formulated rules on law level regarding the protection for whistleblowers and justice collaborator.
It can be summarized that protection for whistleblower and justice collaborator is still perceived less effective. This can be showed from the weaknesses and shortcomings on Witness and Victim Protection Act, which does not regulate about whistleblower and justice collaborator as like as non-regulate reward to the whistleblower and justice collaborator. Reformulation is required to Witness and Victim Protection Act and also need to formulate regulations on the protection of whistleblowers and justice collaborator. 
Keywords: Criminal Law Formulation Policy, Whistleblower, Justice Collaborator
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan bentuk salah satu kejahatan, yakni korupsi, akhir – akhir ini menunjukkan skala meluas dan semakin canggih. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi demikian mengguncang moralitas norma dan praktek pengadilan. Kategori extraordinary crime bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extraordinary measure/ extraordinary enforcement ( penanganan yang luar biasa )[footnoteRef:2]. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah – tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana Korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh – sungguh melalui keseimbangan langkah – langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.[footnoteRef:3] [2:  Firman Wijaya, Whistleblower dan Justicecollaborator dalam perspektif hukum, (Jakarta, Penaku, 2012), hlm. 10]  [3:  Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, ( Jakarta : Sinar Grafika. 2007), hlm    2.] 

Di tengah – tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir – kahir ini sering terdengar istilah whistleblower dan justice collaborator sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Peranan saksi whistleblower dan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sangat penting dan diperlukan untuk memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Justice collaborator itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, dimana dimungkinkan bisa mengungkap telah terjadi tindak pidana korupsi.
Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya[footnoteRef:4]. The American Heritage® Dictionary mendefinisikan seorang whistleblower sebagai, “one who reveals wrongdoing within an organization to the public or to those in positions of authority”[footnoteRef:5]. Artinya seorang whistleblower adalah orang yang mengungkap penyelewengan dalam sebuah organisasi kepada publik atau kepada pemegang kekuasaan. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa seorang whistleblower pada hakikatnya merupakan “orang dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada. Oleh karena itu seorang whistleblower benar- benar mengetahui dugaan pelanggaran dan kejahatan tersebut karena hal itu terjadi di tempatnya bekerja sehingga laporan yang diberikan whistleblower ini merupakan suatu peristiwa faktual[footnoteRef:6]. [4:   Abul Harris Semendawai, et.al., Memahami Whistleblower, ( Jakarta : LPSK, 2011) hlm.  Xi.]  [5:   Mary B. Curtis, “Whistleblower Mechanisms: A Study of the Perception of ‘Users’ and ‘Responders’“, The Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors (April 2006), hlm. 4.]  [6:  Abdul Haris Semendawai, et.al., Memahami Whistleblower, op.cit., hlm. 2.] 

Apapun motivasi tersebut, yang jelas seorang whistleblower memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. Jeffrey Wigand, seorang whistleblower menekankan aspek moralitas dalam keberanian memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan. Menurutnya, whistleblower sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa, namun whistleblower telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Aspek moralitas ini walaupun tidak wajib, namun pada hakikatnya sangat penting karena yang ditekankan dari seorang whistleblower adalah muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Niat untuk melindungi kepentingan masyarakat itu akan muncul jika didukung dengan moral yang kuat[footnoteRef:7]. [7:  Ibid, hlm. 7-8] 

Akhir – akhir ini isu terkait justice collaborator mencuat ke permukaan ketika diberitahukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ) menawarkan kerjasama dengan penjahat korupsi untuk membuka tabir yang membelit kasusnya. Tawaran kerjasama itulah yang disuguhkan Angelina Sondakh alias Angie. Tentu saja tawaran itu tidak gratis. Politikus partai demokrat itu dijanjikan insenftif jika mau bekerjasama dengan KPK membuka orang – orang yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya dan kooperatif serta mau membeberkan perkara Wisma Atlet dan Kemendikbud. Tawaran kerjasama juga pernah diberikan KPK kepada Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Group Permai. Yulianis diduga mengetahui banyak hal mengenai aliran uang Group Permai, perusahaan milik terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Yulianis misalnya, mendapat perlakuan khusus diperiksa KPK di hotel ataupun di apartemen mewah. Selain Yulianis, ada pula mantan anggota DPR Agus Condro yang membuka kasus bagi – bagi cek pelawat kepada Anggota DPR periode 1999 – 2004 dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom[footnoteRef:8].  [8:  Angelina Sondakh dan Justice Collaborator,  diakses melalui http :// www.mediaindonesia.com/read/2012/05/01/316587/70/13/Angelina Sondakh dan Justice Collaborator- pada 20 Oktober 2013] 

Konsep justice collaborator diyakini sebagian kalangan sebagai instrumen untuk mengungkap tabir kejahatan terorganisir seperti korupsi. Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak – pihak lain dalam proses peradilan.
Semakin berkembangnya kejahatan kerah putih ( white collar crime ) yang memiliki tingkat kerumitan dalam modus operandinya karena memiliki jaringan yang rapi dan tersembunyi serta seringkali bersifat komunal dan sistematik, memposisikan kedudukan justice collaborator menjadi sangat penting. Kedudukan yang penting bahkan kadang menjadi kunci dalam sebuah kasus kejahatan jelas mengandung resiko dan ancaman yang besar. Paling tidak ada tiga risiko atau ancaman yang dihadapi, pertama ancaman dari orang – orang yang mereka beberkan namanya. Kedua resiko terkena serangan balik berupa delik pencemaran nama baik oleh nama – nama yan mereka sebutkan. Ketiga ancaman pemecatan atau kehilangan status kepegawaian melalui sanksi penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari institusi tempatnya bekerja..
Saat ini praktik – praktik sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga –lemabaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi – institusi publik atau sektor swasta. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara – negara  lain seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower[footnoteRef:9]. Kasus whistleblower seperti Agus Condro sebenarnya merupakan pendorong kolektif bahwa partisipasi masyarakat agar mau membantu penegakan hukum di tengah modus korupsi yang semakin canggih dan rumit pembuktiannya. Namun realitas kemasyarakatan agak enggan mengikuti pilihan langkah untuk menjadi whistleblower karena seringkali berada di ujung tanduk, bahkan muncul sinisme di masayarakat “buat apa jadi whistleblower kalau hadiahnya hanya hukuman” tentu spirit etos dan sentimen publik harus dapat dijaga dengan kebijakan reward and punishment yang membangun kepercayaan dan perlindungan masyarakat guna melawan kejahatan sindikat korupsi yang merugikan. [9:  Abdul Haris Semendawai, et al., Op. Cit, hlm. xi] 

Justice collaborator dan whistleblower sama-sama berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama halnya dengan justice collaborator, whistleblower memang sama-sama mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata karena ia bekerja di organisasi tersebut. Perbedaannya adalah bahwa justice collaborator tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi juga ikut berperan serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. karena ia adalah salah satu pelaku kejahatan tersebut[footnoteRef:10]. Saat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, justice collaborator bahkan telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sedang menjalakan hukuman Perbedaan selanjutnya adalah bahwa motivasi dari seorang justice collaborator yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum bukanlah semata-mata karena aspek moralitas, melainkan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk mendapat keuntungan-keuntungan, seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka[footnoteRef:11]. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh remisi, keuntungan-keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, serta bantuan ekonomi atau finansial[footnoteRef:12]. [10:  Indriyanto Seno Adji  "Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan   Pidana Indonesia). Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban di Indonesia" yang diselenggarakan oleh United States  Department of Justice, 12 – 14 Juni 2007.]  [11:  United Nations Office on Drugs and Crime, op.cit., hlm. 19.]  [12:  Council of Europe, “Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and  Pentiti in Relation to Acts of Terrorism: Italy”, op.cit., hlm. 19.] 

Pada tanggal 10 Agustus 2011 pasca putusan Agus Condro, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur mengenai whistleblower dan justice Collaborator, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( Justice Colaborator ) di dalam perkara tindak pidana tertentu. 
Bertolak dari SEMA diatas kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dibuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama )[footnoteRef:13]. Dalam Peraturan Bersama ini diatur mengenai definisi pelapor, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama, tindak pidana serius dan yang serius. Selain itu juga diatur mengenai syarat mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan. Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. Pedoman seperti ini diharapkan dapat menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir[footnoteRef:14]. [13:  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.]  [14:    Ibid, Pasal 2 Ayat ( 1 )] 

Dalam penegakan hukum atas kejahatan terorganisir seperti Korupsi, jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum. Yang sering terjadi adalah munculnya informan dari kalangan sesama penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana. Semakin terlibat si informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut. Ia tidak hanya melihat mendengar, atau mengalami saja, namum mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya. Orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain naik lokal maupun internasional.
Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara[footnoteRef:15]. Keberhasilan penegakan hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana sangat bergantung pada kebersediaan saksi dan/atau korbanuntuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya tentang atau terkait peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat penting dan diperlukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana. Ketika saksi tadi tidak bersedia memberikan keterangan. Hal ini akan membuat nalar penelusuran perkara pidana rusak, dan hampir dipastikan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan[footnoteRef:16]. Oleh karena itu saksi dan/atau korban dengan kriteria tertentu yaitu, mempunyai keterangan yang sangat penting dalampengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan hukumnya[footnoteRef:17]. [15:   Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana  Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2012 ),  hlm. 260]  [16:   Septa Candra, Jan Crijns, et al, Hukum Pidana Dalam Perspektif, ( Jakarta : Pustaka    Larasan,  2012 ), hlm 176.]  [17:   Lies Sulistiani, S.H.,  2009, Sudut Pandang dan Peran LPSK  dalam  Perlidungan Saksi dan  Korban. hlm 2.] 

Uraian diatas alat bukti yang sah hampir selalu dan diperlukan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Jadi, saksi merupakan elemen vital yang mendukung suksesnya pembuktian suatu tindak pidana. Tanpa saksi dan atau ahli, hampir dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi remang – remang (barely visible) mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli[footnoteRef:18]. Perannya yang sangat diperlukan untuk membantu pembuktian suatu tindak pidana, khususnya dalam penanganan kejahatan atau tindak pidana yang semakin kompleks dengan cara serta modus yang semakin canggih, beragam, dilakukan secara terorganisir atau melibatkan banyak orang. [18:  Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana ( Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum  Pidana ), ( Jakarta : Refrensi, 2012), hlm. 115.] 

Keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian. Saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti terpenting[footnoteRef:19]. Sulit sekali menegakkan dakwaan tanpa kesaksian, walaupun terdapat alat bukti lain yang saling mendukung dalam suatu kasus. Awal suatu perkara pidana, pada dasarnya menjadi dua bagian besar, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dimulai ketika diketahui telah terjadi suatu peristiwa hukum. Atas pengetahuan tersebut, kemudian dilakukanlah serangkaian tindakan untuk menentukan keberadaan tindak pidana didalam peristiwa hukum tersebut. Pada umumnya, penyelidikan dimulai atas peristiwa hukum yang dilaporkan atau diadukan seseorang. Pelapor tadi pada bagiannya nanti akan menjadi saksi. Sehingga saksi memang senatiasa ada dalam setiap perkara pidana. Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti[footnoteRef:20]. [19:   Muchamad Ikhsan, S.H.,M.H., Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan  Pidana,   Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2012), hlm 100.]  [20:     Ibid] 

Whistleblower dan justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir”. Metode kerja – Metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi – saksi kunci dalam proses penyidikan sampai proses peradilan[footnoteRef:21]. [21:  Prof. Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam menanggulangi Kejahatan di Indonesia] 

Prototype kejahatan yang bergeser dari metode konvensional menuntut keseimbangan pada dunia pembuktian hukum yang metode pengungkapannya tidak mungkin lagi bersandar pada cara – cara konvensional. Negara – negara seperti Amerika Serikat, Australia, Hongkong,  dan Kolombia mengenal upaya pemberian perlindungan seperti witsec ( Witness Security Program ) bagi orang – orang yang mau bekerja sama memberikan kesaksian atau melaporkan kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir dan skandal kejahatan yang sangat serius lainnya untuk melawan sumpah omerta/ sumpah setia tutup mulut atas kejahatan yang terjadi[footnoteRef:22]. [22:   Firman wijaya, Op.Cit, hlm. 18 ] 

Pengungkapan suatu tindak kejahatan memang memerlukan bukti – bukti yang cukup dan memadai. Bagaimana mungkin aparat hukum bisa mengumpulkan bukti-bukti jika orang-orang yang terlibat atau yang sebenarnya mengetahui tindak kejahatan tersebut tidak mau dan tidak berani memberikan informasi karena ancaman balasan bagi diri sendiri dan keluarganya[footnoteRef:23]. [23:   Ibid, hlm. 20] 

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator), Mahkamah Agung (MA) memberikan acuan perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) pada Point 8 (a) dan (b) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) pada point 9 (a), (b), dan (c).

Point 8 (a)
“ Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya ”.
Point 8 (b)
“ Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan oleha terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari pelapor”.
 Kedua point diatas menimbulkan kontradiksi satu sama lain dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan baik saksi maupun korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kedua point SEMA tersebut jelas memberikan peluan sekaligus ancaman bagi seorang whistleblower dan justice collaborrator untuk dapat dituntut oleh orang lain sebagai terlapor. Klausula “penanganan perkara disampaikan oleh pelapor didahulukan” kemudian disusul klausula “dibanding laporan dari terlapor” menunjukkan peluang hukum siapapun terlapor pada giirannya dapat melaporkan whistleblower dan justice collaborrator. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan politik hukum pidana terkait peran dan perlindungan whistleblower dan justice collaborrator. Penulis setuju dengan pendapat Rocky Marbun bahwa pengaturan whistleblower dan justice collaborator selayaknya tidak menggunakan SEMA[footnoteRef:24]. Persoalan strategis yang notabene berdimensi baru di dalam khasanah hukum pidana di Indonesia, selayaknya muatan materinya diadopsi dalam derajat peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dilakukan berbagai negara dalam perundang – undangannya seperti Witsec ( Witness Security Program ), Witness Protection Act, Public Disclousure Act, dan Public Interest Disclosure Act. [24:  Ibid,  hlm. 40] 

Perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapn tindak pidana tertentu ( whistleblower dan justice collaborrator ) terutama di lingkungan aparat publik yang terkait dengan mas administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan yang membahayakan kepentingan umum. Dalam realitasnya, whistleblower dan justice collaborrator seringkali tidak ( bahkan minim ) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan – bulanan dala proses hukum. 
Berdasarkan latar belakang di atas perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whisltleblower dan Justice Collaborator di Indonesia. 
B. PERUMUSAN MASALAH
(1 ) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia ?
(2 ) Bagaimana Implemetasi Kebijakan Formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam proses peradilam  ?
(3 ) [bookmark: _GoBack]Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN
(1 ) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia saat ini.
(2 ) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator saat ini di  dalam praktek pengadilan.
(3 ) Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pembaharuan hukum pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN
a) Secara Teoritis
Secara teoritis, penelitian dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hukum dalam pengembangan hukum pidana yang berkaitan dengan whistleblower dan justice collaborator, khususnya mengenai kebijakan formulasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.
b) Secara Praktis
Hasil penelitian ini berfokus pada kebijakan formulasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator yang mana diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dalam upaya melindungi whistleblower dan justice collaborator sebagai pelapor tindak pidana.

E. KERANGKA BERPIKIR
Jumlah personil penyelidik dan penyidik sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah negara Republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat mengcover setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Karena itu bantuan anggota masyarakat sebagai pelapor jika tentang terjadinya tindak pidana sangat membantu penyelidik dan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Jadi, whistleblower dan justice collaborator  perlu diatur perlindungannya. Secara sosiologis, menurut Muladi ( 1995) sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putra Jaya, karena pada kenyataanya dalam kehidupan masyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (“system of institutionalized trust”). Tanpa kepercayaan itu maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan itu terpadu melalui norma – norma yang diekspresikan dalam struktur organisasi seperti Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan sebagainya. 
Berkaitan dengan Perlindungan hukum secara umum, lebih lanjut Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan, bahwa pengaturan suatu masalah dalam perundang – undangan didasari pada pokok pikiran, bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi tiga sistem pengaturan dan perlindungan, dimana masing – masing sistem dan perlindungan tersebut disertai dengan sanksinya masing – masing Ketiga sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum tersebut adalah: (1) sistem pengaturan dan perlindungan hukum melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif; (2) sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum perdata dan sanksi perdata; dan (3)  sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum pidana dan sanksi pidana[footnoteRef:25]. [25:  Nyoman Serikat Putra Jaya, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana. Makalah Seminar Nasional: “Perlindungan Saksi dan Korban”. Diselenggarakan oleh BEM FH- UNDIP Semarang, 12 April 2006. hlm.2.] 

Dalam konteks pembahasan dalam tesis ini, maka sistem pengaturan perlindungan hukum yang akan dibahas lebih lanjut adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi melalui sistem perlindungan hukum pidana dan sanksi pidana. Konteks pengaturan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator melalui instrumen hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui instrumen hukum pidana materiil atau regulasi hukum pidana formil  hukum acara pidana . Pengaturan melalui ranah hukum pidana inilah yang akan dibahas lebih mendalam.
	Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. M Cherif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah  : tahap formulasi ( proses legislatif ), tahap aplikasi ( proses peradilan ) dan tahap eksekusi ( proses administrasi )[footnoteRef:26]. Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “ in concreto “.Roeslan saleh pernah menyatakan bahwa undang – undang merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancangkan suatu kebijaksanaan[footnoteRef:27]. Kebijakan formulasi dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan[footnoteRef:28]. [26:  M.Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, illionis, USA, 1978, hlm. 78.]  [27:   Roeslan Saleh, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 44 – 45.]  [28:  Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Group, cetakan ke-3, 2010, hlm. 223.] 

Dimulai perhatian terhadap perlindungan saksi dengan undang – undang tersendiri yaitu Undang – Undang No, 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menurut pemikiran Mudzakir sebagaimana yang dikemukakan oleh Siswanto Sunarso bahwa pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributife kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat  keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materiil dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut :[footnoteRef:29]  [29:  Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), hal. 47] 

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban.
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi kejahatan merupakan konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik.
3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung) masyarakat, Negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri.
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (conflict resolution).
5. Pidana, dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggungjawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat – akibatnya.
6. Korban, masyarakat, Negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.
Dengan cara pandang yang lebih memihak kepada saksi dan korban untuk bisa dilindungi, diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat agar lebih berminat untuk berpartisipasi dalam memberantas kejahatan dengan menjadi whistleblower dan justice collaborator.
Proyeksi kebijakan legislatif ( kebijakan formulatif dalam bentuk peraturan perundang – undangan ) tentang perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborrator di masa yang akan datang, tidak dapat lepas dari berpikir logis dan prediktif tentang ius constituendum ( hukum yang dicita – citakan ) tentang perlindungan whistleblower dan justice Collaborator yang diharapkan berlaku di Indoesia di masa yang akan datang. Prof. Soedarto mengemukakan empat syarat berkaitan dengan pembangunan hukum Pidana yang akan datang yang menurut hemat penulis juga dapat diterapkan terdapat bidang hukum lain di samping hukum pidana (KUHP). Syarat – Syarat dimaksud adalah[footnoteRef:30]. [30:  Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Indonesia yang Akan Datang. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang.] 

1. Syarat ideologis;
2. Syarat sosiologis;
3. Syarat Politis;
4. Syarat Praktis.
Maksud dari syarat ideologis adalah bahwa hukum pidana yang akan datang harus sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Artinya, nilai – nilai Pancasila harus terakomodasi dalam hukum pidana yang dibuat itu. Setidaknya apa yang diatur dalam KUHP yang akan datang harus sejalan dengan nilai – nilai luhur dari Pancasila. Salah satu nilai luhur itu adalah sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dalam kontekas  whistleblower dan justice collaborator, maka dapat diwujudkan dengan membuat aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum whistle blower dan justice collaborator sebagai manusia yang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan beradab.
Hukum Pidana yang akan datang juga harus memenuhi syarat sosiologis, yang berarti harus mengakomodasi niliai – nilai yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat, yang dengan demikian masyarakat sebagai subyek akan mematuhi hukum itu. Akan tetapi apabila hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan nilai – nilai yang hidup di masyarakat, maka akan mendapat penentangan, perlawanan, atas setidaknya akan tidak dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. Dalam konteks whistleblower dan justice collaborator, apabila kebijakan formulatif yang ditempuh tidak mengindahkan nilai – nilai yang hidup masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk secara sukarela menjadi whistleblower, dalam tindak pidana akan rendah, yang pada gilirannya menghambat kinerja penegakan hukum. 
Mengenai syarat politis, sebagaimana diketahui undang – undang merupakan produk politis, oleh karena itu kandungan dari sebuah undang – undang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan – kekuatan politik yang ada di lembagan legislatif. Besar kecilnya semangat perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator yang ada di partai politik, anggota legislatif, dan pemerintah ( Presiden ) akan berpengaruh pada kualitas perlindungan saksi yang diberikan secara  normatif melalui produk legislatif ( undang – undang ) yang dihasilkan. Demikian juga political will dari pemerintah ( dalam hal ini aparat penegak hukum ) tidak kalah besar pengaruhnya dalam implementasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice Collaborator dibandingkan dengan aturan normatifnya.
Syarat Praktis yang dimaksud disini, adalah bahwa hukum pidana yang akan datang harus dibuat sedemikian rupa yang mungkin dilaksanakan / ditegakkan. Jadi harus realistik, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Dalam kaitannya dengan perlindungan whistleblower dan justice Collaborator, tidak sekedar dijamin hak – haknya secara luas, tapi dapat diwujudkan dalam praktik.
Prof. Muladi menambah satu syarat lagi untuk hukum pidana yang akan datang, yaitu syarat adaptif[footnoteRef:31]. Artinya, bahwa hukum pidana yang akan datang harus mengakomodasi perkembangan – perkembangan baru di masyarakat internasional yang telah diakui oleh masyarakat yang beradab, dapat dalam bentuk instrumen – instrumen internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan penyusunan aturan hukum yang mengatur perlindungan whistleblower dan justice collaborator yang akan datang, juga harus dapat merespon perkembangan – perkembangan internasional, supaya bangsa Indonesia menjadi bagian dari masyarakat modern yang beradab. [31:  Ibid.] 

Kejahatan yang termasuk scandal crime ataupun serious crime seperti Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 belum tegas mengatur kedudukan whistleblower dan justice collaborrator. Ada beberapa undang – undang tindak pidana khusus yang pasal perlindungan saksi bahkan mengatur larangan memberitahukan identitas pelapor yaitu :
1. Undang – Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Psikotropika
2. Undang – Undang No. 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM,
3. Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang,
4. Undang – Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Terorisme dan, 
5. Petunjuk teknis Polri tentang Perindungan Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Kapolri No. Tahun 2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak pidana Pencucian uang, namun juga belum memberikan pengertian yang definitif terhadap whistleblower dan justice collaborrator.
6. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. METODE PENELITIAN 
1. Metode Pendekatan
Permasalah pokok dalam penelitian ini adalah termasuk masalah Criminal Justice System dengan permasalahan pokok tentang perlindungan terhadap whistleblower dan justice Collaborator, yang berorientasi kepada kebijakan formulasi hukum pidana terhadap perlindungan whistleblower dan justice collaborator di Indonesia. Oleh Karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang – undangan. Dengan demikian penelitian ini akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan yuridis normatif.
2. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap perlindungan whistleblower dan justice collaborator di Indonesia dan menganalisi permasalahan tersebut secara cermat dan obyektif.

3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif.
Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer ( primary sources), bahan hukum sekunder ( secondary sources ), dan bahan hukum tersier ( tertiery sources ). Bahan hukum primer ( primary sources ) yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang berdasarkan hierarki perundang – undangan, mulai undang – undang, peraturan pemerintah dan aturan lain di bawah undang – undang seperti Keputusan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Bersama, dan lain –lain. Bahan hukum sekunder ( secondary sources  ) adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, tesis, disertasi, artikel, jurnal – jurnal, pendapat para ahli, kasus – kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar untuk mengkaji permasalahn yang telah dirumuskan. Bahan hukum tersier ( tertiery sources ) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain – lain.

4. Metode Pengumpulan Data.
Menurut Ronny Hanityo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melaui 4 ( empat ) cara, yaitu (a) studi kepustakaan (b) Observasi (c) Interview, dan (d) kuesioner.
Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data – data dari literatur – literatur, jurnal – jurnal, buku – buku dan peraturan – peraturan  perundang – undangan yang berkenaan dengan whistleblower dan justice collaborator.
5. Metode Analisis Data 
Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data.
Data yang dikumpulkan dalam dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap kebijakan formulasi hukum pidana perlindungan terhadap  whistleblower dan justice collaborator di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan
Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 4 Bab, dengan sistematika sebagai berikut,
Bab I Pendahuluan, dilanjutkan Bab II. Bab II Tentang tinjauan pustaka, terdiri dari sub bab, ialah sub bab A tentang Tinjauan Umum Pengertian Whistleblower dan Justice collaborrator, sub bab B Peran Whistleblower dan Justice Collaborrator Dalam Perkara Tindak Pidana sub bab C tentang Kebijakan Penegakan Hukum Pidana, sub bab D tentang Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari 3(tiga) sub bab ialah sub bab A tentang Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator  di Indonesia, sub bab B tentang Implemetasi  Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Saat Ini Dalam Praktek Pengadilan, sub bab C Kebijakan Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia di Masa Yang Akan Datang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana.
Bab IV Penutup, terdiri dari 2(dua ) sub-bab ialah sub-Bab A tentang Kesimpulan dan sub bab B tentang Saran – Saran. 


BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Pengertian Whistleblower dan Justice Collaborrator.
a. Pengertian Whistleblower
Oleh LPSK, whistleblower dimaknai sebagai saksi pelapor, orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.[footnoteRef:32] Saksi untuk bisa disebut sebagai whistleblower harus memenuhi dua kriteria, yaitu[footnoteRef:33] : [32:  Abdul Harris Semendawai, et.al, Memahami Whistleblower,  (Desain/layout : Alang – alang,   2001),  hlm. 1.]  [33:  Ibid.] 

1. Yang pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik ;
2. Kriteria yang kedua, seorang whistleblower merupakan orang “dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran  dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau dimana ia berada.
Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka oleh karenanya seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi.
Sementara dalam Black’s Law Dictionary memberikan memberikan definisi whistleblower[footnoteRef:34]: An employee who reports employerwrongdoing to a governmental or law enforcement agency”. (seorang karyawan yang melaporkan penyimpangan pada tempat dia bekerja kepada pemerintah atau institusi penegak hukum). [34:  Black’s Law Dictionary 8th Edition, West Publishing Company, 2004, hlm. 1627] 

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian whistleblower adalah “pembocor-rahasia” atau “pengadu”. Dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia di kalangan di mana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi tersebut dapat bermacam-macam.Sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah informasi tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sah,melawan hukum ataupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor sendiri adalah “orang-dalam” di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Karena dia adalah “orang-dalam” maka dia menempuh risiko dengan perbuatannya itu. Ungkapan yang sering digunakan “to blow the whistle” (sempritan “wasit”) yang diartikan sebagai menyebabkan sesuatu yang melanggar (aturan hukum) agar berhenti, khususnya dengan membawanya kepada perhatian publik.[footnoteRef:35]Mardjono mengacu pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dimana whistleblower ini memang dipergunakan sebagai “informan” untuk mengetahui kasus – kasus kriminal yang sifatnya sangat tertutup, seperti dalam kasus – kasus organizedcrime (narcotics/drug – human trafficking – racketeering – dan terrorism)[footnoteRef:36].Digunakan untuk mendapatkan seorang saksi yangdapat “diandalkan” dalam membuktikan perkara di Pengadilan, whistleblower diminta untuk memberi informasi “orang dalam”, dia umumnya “terlibat” dalam kejahatan yang didakwakan, mungkin keterlibatannya hanya ringan ataupun keterlibatannya serius. [35:  Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia (whistleblower)….Op cit, hlm. 1-2]  [36:  Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan tentang Justice Collaborator….. Op cit, hlm 1-2] 

Mereka dinamakan whistleblower apabila mereka secara sukarela mau “membuka tabir kejahatan” di dalam organisasi dimana mereka bekerja. Kesukarelaan mereka adalah karena mereka merasa “terpanggil – secara – moral”.[footnoteRef:37] Masih menurut Mardjono, organisasi di mana informasi itu berada dapat merupakan tempat atau organisasi yang sah (misalnya organisasi pemerintah atau organisasi bisnis swasta), tetapi boleh jadi juga suatu organisasi kriminal (misalnya sindikat perjudian, usaha human trafficking, organisasi teroris). [37:  Ibid.] 

Munculnya seseorang untuk menjadi whistleblower disebabkan faktor yang pertama karena sifat manusia yang beradadalam suatu institusi atau organisasi pada dasarnya akan melakukansuatu tindakan jika terjadi suatu penyimpangan, disamping terdapatjuga orang – orang yang tinggal diam dan bahkan ikut melakukanperbuatan menyimpang tersebut. Yang kedua, keberadaan lembagapengawas yang tidak independen dan dapat diatur oleh penguasaatau pimpinan dari suatu kelompok/ organisasi atau institusinya itusendiri akan mengakibatkan tidak efektifnya sistem pengaduanterhadap penyimpangan yang terjadi, sehingga penyimpangantersebut akan diungkapkan kepada publik atau pihak lain sebagaibentuk pengaduannya.[footnoteRef:38] [38:  Marwan Effendy, Op cit, hlm. 142] 

Selain sebab – sebab diatas, menurut Indriyanto Seno Adji keberhasilan membuka tabir kejahatan yang sistemik dan terorganisir tidaklah ditandai dengan pengajuan satu dan dua pelaku kehadapan proses ajudikasi peradilan pidana, karena metode ini hanya akan menghasilkan dis-akumulasi kejahatan saja. Polemik terjadi manakala ada introdusir untuk memperkenalkan suatu korabolasi antara pelaku kriminal dengan penegak hukum, yang kemudian dikenal sebagai whistleblower.[footnoteRef:39] Peran “innercirclecriminal” dianggap memiliki daya potensial untuk membukatabir kejahatan lebih signifikan, namun demikian sebagai suatu balanced of bargain terhadap pelaku tersebut diberikan suatu “reward” berupa perlindungan hukum yang dinamakan “protectionof cooperating person”, baik itu person diartikan sebagai saksi (witness), korban (victim) maupun pelapor (reporter).[footnoteRef:40] [39:  Indriyanto Seno Adji, Op cit,hlm.409-410]  [40:  Ibid.] 

Dari beberapa definisi yang telah dibahas, terdapat beberapa persamaan ide serta konsep tentang whistleblower. Bahwa whistleblower haruslah sebagai “orang dalam” pada suatu kelompok atau organisasi sehingga dia mengetahui secara nyata kejahatan yang dilakukan institusinya atau seseorang pelaku dalam institusinya. Karena dia berada pada lingkungan tempat dimana dia beraktifitas dan bahkan mungkin terlibat dalam kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian seorang whistleblower bisa berada dalam posisi tidak terlibat kejahatan yang dilaporkannya atau dia terlibat sebagai bagian dalam kejahatan yang dilaporkannya.

b. Pengertian Justice Collaborrator
Pengertian Justice Collaborator Pada awalnya konsep justice collaborator tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Berikut adalah beberapapendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan justice collaborators:
7. United Nations Office on Drugs and Crime
Justice collaborators adalah seorang yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasi kriminal yang memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Kebanyakan dari mereka bekerja sama dengan harapan mereka dapat menerima kekebalan atausetidaknya keringanan hukuman penjara dan perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.[footnoteRef:41] [41: 	United Nations Office on Drugs and Crime. The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime.
New York: United Nations, 2008, hlm. 19] 

2. Council Of Europe Committee of Minister
Collaborators of justice adalah seseorang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya atau merupakan bagian dariyang kejahatan terorganisir, namun yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagaibentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.[footnoteRef:42] Dengan kata lain, collaborator of justice adalah peserta tindak pidana yang memutuskan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan yang dipersiapkan untuk memberi kesaksian di pengadilan untuk melawan sesama pelaku tindak pidana tersebut.[footnoteRef:43] [42:    Council of Europe, The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R(2005)9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum, (Strasbourg: Council of Europe, 2005), hlm. 7.Dalam Recommendation R(2005)9 diberikan definisi collaborator of justice, yaitu “...any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organized crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes. “]  [43:   Fausto Zuccarelli, “Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice: The European Experience”, (makalah disampaikan pada UNDP-POGAR Regional Workshop on Witness and Whistleblower Protection, Rabat, Maroko, 3 April 2009), hlm. 7. Dokumen dapat diakses pada http://www.pogar.org/publications/agfd/GfDII/ACINET/Rabat09/ zuccarelli3 .eng.pdf] 

Tujuan mereka adalah untuk mendapat keuntungan-keuntungan seperti remisi, keuntungan- keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, dan bantuan ekonomi atau finansial.[footnoteRef:44] [44: 	Council of Europe, “Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Acts  of Terrorism: Italy”, http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Source/pcpw questionnaireReplies/ PC-PW%202006% 20replv%20-%20Italy.pdf, hlm. 1.] 


3. Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan Justice Collaborators dan Saksi
Collaborator of justice adalah seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana yang diberikan penanganan perlindungan khusus atas kerja sama, keterangan, dan pernyataannya yang dibuatselama proses persidangan pidana di mana yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang riil, nyata, dan serius.[footnoteRef:45] [45:    Dalam versi Bahasa Inggris Undang-Undang Republik Albania Nomor 9205 tanggal 15 Maret 2004 tentang Perlindungan Justice Collaborators dan Saksi (Law No. 9205, Dated15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection) disebutkan dalam Pasal 2 huruf b, “A collaborator of justice” is considered a person that serves a criminal sentence or a defendantin a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to] 


4. Mardjono Reksodiputro
Justice Collaborator (JC), Dari bahan Indonesia yang pernah saya baca, yang dimaksud di sini adalah seorang “pelaku yang kooperatif”dalam membantu penegak hukum “membongkar-tuntas” kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya.Dengan pemahaman seperti ini, maka: a) sudah jelas ada suatu kejahatan, dan b) sudah ada seorang Tersangka-Pelaku.[footnoteRef:46] [46:    Mardjono Reksodiputro, Beberapa catatan tentang  Justice Collaborator  dan Bentuk
Perlindungannya, Jakarta, 14 Mei 2013.] 

Kalau begitu, maka si Tersangka-Pelaku adalah “hasilpenyidikan”
dan bukan orang yang “terpanggil-secara-moral” untuk membantu dibongkarnya kejahatan. Tentu mereka mengharap ada “rasa-terimakasih” sebagai imbalan kerja-sama mereka ini. Rasa terima kasih yang mereka harapkan tentunya berhubungan dengan keringanan dakwaan kejahatan dan tuntutan pidana kepada mereka.[footnoteRef:47] [47: `  Ibid.] 


5. Mas Achmad Santosa
Justice collaborators atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.[footnoteRef:48] [48:  Mas Achmad Santosa, “Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)”, (makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi danKorban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).
] 



6. Senat Republik Perancis
Repentis atau collaborateurs de justice atau collaborators of justice adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang menerima kerja sama dengan pihak pengadilan atau kepolisian dan mendapat keuntungan sebagai imbalan dari kerja sama mereka. Kerja sama tersebut dapat berupa berbagai bentuk, misalnya memberikan informasi berharga yang dapat mencegah terealisasikannya suatu tindak pidana yang sudah direncanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidana yang telah terjadi. Sebagai imbalannya, orang yang bekerja sama tersebbisa mendapatkan keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum atau keringanan hukuman dari hakim.[footnoteRef:49] [49:   Le Sénat de la République française, “Les repentis face a la justice pénale”, Les documents de travail du sénat: Serié legislation compare, (Paris: Juni, 2003), hlm.5.] 


7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU No. 13 Tahun 2006) Perlindungan terhadap justice collaborator telah diatur dalam Pasal10 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:
(1 ) Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukumbaik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yangakan, sedang, atau telah diberikannya;
(2 ) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) ialah perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau  kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai “seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai justice collaborator haruslah seorang saksi yang juga tersangka. Ini berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yangkapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan yang mungkintidak termasuk dalam pengertian saksi menurut UU No. 13 Tahun2006, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikaninformasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yangberstatus narapidana.[footnoteRef:50] [50:  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, “Naskah Akademik Penyusunan RancanganPerubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”,(dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 4 November 2011).] 


8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentangPerlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan SaksiPelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam PerkaraTindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04Tahun 2011).
Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (.Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.[footnoteRef:51] [51:  Mahkamah Agung, SEMA No. 04 Tahun 2011, butir 9 huruf a.] 

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-1l.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama).
Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.[footnoteRef:52] [52:  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung RepublikIndonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia,Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, op.cit., Pasal 1 butir 3.Penggunaan istilah “Saksi Pelaku yang Bekerjasama” sebagai padanan istilah “justice collaborator” mulai digunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak lahirnya SEMA No.04 Tahun 2011 pada tanggal 10 Agustus 2011.] 


Dari berbagai pengertian di atas, secara garis besar terdapat persamaan pandangan mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan justice collaborator. Justice collaborator atau collaborator of justice atau pelaku yang bekerja sama adalah pelaku tindak pidana atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau segala bentuk kejahatan terorganisir yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan, seperti tidak dilakukannya penuntutan oleh penuntut umum ataudiberikannya keringanan hukuman dari hakim.
Justice collaborator memiliki peranan besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana karena sebagaimana diungkapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), orang tersebut memiliki pengetahuan pentingtentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut sertahubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain.Adapun menurut pengertian yang diberikan oleh Senat Prancis,kerjasama tersebut dapat berupa pemberian informasi berharga yangdapat mencegah terealisasikannya suatu tindak pidana yang sudahdirencanakan atau membantu mengidentifikasi pelaku tindak pidanayang telah terjadi.
Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan kerja sama dengan penegak hukum tersebut, justice collaborator diharuskanmenyediakan alat bukti keterangan saksi sehingga ia harusberstatussebagai saksi. Sementara itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa justice collaborator dapat saja merupakan seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak termasuk dalam pengertian saksi, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yangberstatus narapidana sebagaimana diungkapkan oleh LPSK dalam Naskah Akademis Rancangan Perubahan UU No. 13 Tahun 2006.Demikian pula pendapat dari Senat Republik Prancis yang menyatakan bahwa kerja sama itu dapat dilakukan dengan pihak pengadilan atau kepolisian, tidak hanya untuk membantu penyidik mengidentifikasi pelaku suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah suatu tindak pidana yang sudah direncanakan.
Sebelum istilah justice collaborator mulai diperkenalkan, masyarakat khususnya di Indonesia lebih mengenal istilah whistleblower. Istilahwhistleblower ini semakin populer di Indonesia sejak munculnya Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji yang mengungkap kasus korupsi di instansi tempat ia bekerja. Istilah justicecollaborator sering disamakan dengan whistleblower karena keduanya dianggap sama-sama berperan memberi kesaksian kepada aparatpenegak hukum dalam membongkar kasus di instansi di mana mereka bekerja. Bahkan ada beberapa pihak yang menggunakan istilahparticipant whistleblower[footnoteRef:53]saat merujuk pada whistleblower yang juga menjadi pelaku dalam tindak pidana yang dibongkarnya.participant whistleblowersaat merujuk pada whistleblower yang juga menjadi pelaku dalam tindak pidana yang dibongkarnya. [53:    Surya. "Perlindungan Justice Collaborators dalam Proses di Pengadilan".Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 2.] 

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertamakali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakanyang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain beradakepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti mediamassa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidakselalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untukmengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.[footnoteRef:54] TheAmerican Heritage® Dictionary mendefinisikan seorang whistleblowersebagai, “one who reveals wrongdoing within an organization to thepublic or to those in positions of authority”.[footnoteRef:55] Artinya seorangwhistleblower adalah orang yang mengungkap penyelewengan dalamsebuah organisasi kepada publik atau kepada pemegang kekuasaan.Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa seorangwhistleblower pada hakikatnya merupakan “orang dalam”, yaitu orangyang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada. Oleh karena itu seorangwhistleblower benar- benar mengetahui dugaan pelanggaran dankejahatan tersebut karena hal itu terjadi di tempatnya bekerja sehinggalaporan yang diberikan whistleblower ini merupakan suatu peristiwafaktual.[footnoteRef:56] [54:    Abdul Haris Semendawai, et.al., Memahami Whistleblower, (Jakarta: LPSK, 2011), hlm. ix]  [55: 	Mary B. Curtis, “Whistleblower Mechanisms: A Study of the Perception of ‘Users’ and
‘Responders’“, The Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors (April 2006), hlm. 4.]  [56:  Abdul Haris Semendawai, et.al., Memahami Whistleblower, op.cit., hlm. 2.] 

Motivasi seorang whistleblower dalam upaya mengungkap suatupelanggaran atau kejahatan, baik di perusahaan atau suatu lembaga pemerintahan, memang dapat dilatari berbagai alasan. Ada yang menilai hal tersebut sebagai tindakan balas dendam, pengkhianatan terhadap perusahaan, ingin menjatuhkan institusi tempatnya bekerja atau mencari “selamat” sehingga termasuk dalam perilaku menyimpang. Pendapat ini dipelopori oleh Vardi dan Wiener serta Near dan Miceli. Sebaliknya, ada pula yang melihatnya sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik dengan syarat sebelum mengungkap kepublik, si whistleblower telah melakukan prosedur internal terlebihdahulu. Pendapat ini dipelopori oleh Dworkin dan Nera serta DeGeorge.[footnoteRef:57] [57:  Surya Jaya, op.cit.. hlm. 3.] 

	Apapun motivasi tersebut, yang jelas seorang whistleblower memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkapskandal kejahatan terhadap publik. Jeffrey Wigand, seorang whistleblower menekankan aspek moralitas dalam keberanianmemberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran ataukejahatan. Menurutnya, whistleblower sebenarnya adalah manusia biasayang berada dalam situasi luar biasa, namun whistleblower telahmelakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Aspek moralitas ini walaupun tidak wajib, namun pada hakikatnya sangat penting karena yang ditekankan dari seorang whistleblower adalah muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Niat untuk melindungi kepentingan masyarakat itu akan muncul jika didukung dengan moral yang kuat.[footnoteRef:58] [58:  Abdul Haris Semendawai, et.al., Memahami Whistleblower, op.cit., hlm. 7-8.] 

Justice collaborator dan whistleblower sama-sama berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subyek yang berbeda. Sama halnya dengan justice collaborator, whistleblower memang sama-sama mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata karena ia bekerja di organisasi tersebut. Perbedaannya adalah bahwa justice collaborator tidak hanyamengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi juga ikut berperan serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan[footnoteRef:59] karena ia adalah salah satu pelaku kejahatan tersebut. Saat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, justice collaborator bahkan telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sedang menjalakan hukuman. [59:  Indriyanto Seno Adji, loc.cit] 

Perbedaan selanjutnya adalah bahwa motivasi dari seorang justicecollaborator yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum bukanlah semata-mata karena aspek moralitas, melainkan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk mendapat keuntungan-keuntungan, seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri dan keluarga mereka.[footnoteRef:60] Selain itu, mereka juga dapat memperoleh remisi, keuntungan-keuntungan selama di penjara, perlindungan dari organisasi kejahatan, serta bantuan ekonomi atau finansial.[footnoteRef:61] [60:   United Nations Office on Drugs and Crime, op.cit., hlm. 19.]  [61:  Council of Europe, “Replies to the Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti  in   Relation to Acts of Terrorism: Italy”, op.cit., hlm. 19.] 


B. Peran Whistleblower dan Justice Collaborrator Dalam Perkara Tindak Pidana.
a. Peran Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana
Whistleblower dapat berperan besar dalam mengungkap praktik-praktik koruptif lembaga-lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower, partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak pidana atau pelanggaran menjadi rendah. Hal itu berarti praktik-praktik menyimpang, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin berkembang subur.[footnoteRef:62] [62:   Abdul Harris Semendawai, Op.Cit, hlm. 2] 

Oleh karena itu peran whistleblower di Indonesia perlu terus didorong, disosialisasikan, dan diterapkan, baik di perusahaan, lembaga pemerintah, dan institusi publik lain. Bagaimana peran whistleblower di Indonesia dibangun dan dikembangkan memang membutuhkan waktu dan sebuah proses. Namun praktik pelaporan dan perlindungan terhadap whistleblower bukan tanpa tantangan. Di tengah minimnya perlindungan hukum Indonesia, seorang whistleblower dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Pihak-pihak yang merasa dirugikan kemungkinan besar akan memberikan perlawanan untuk mencegah whistleblower memberikan laporan atau kesaksian. Bahkan tak menutup kemungkinan mereka yang merasa dirugikan dapat mengancam dan melakukan pembalasan dendam.[footnoteRef:63] [63: Ibid.] 

Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistleblowerdapat berjalan lebih efektif, dibutuhkan perubahan pengaturan di dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu SEMA Nomor 4 tahun 2011 penting untuk diterpakan oleh semua hakim dalam memutus perkara dan selalu dimonitor pelaksanaannya.[footnoteRef:64] [64: Ibid.hlm. xv] 


b. Peran Justice Collaborrator Dalam Perkara Tindak Pidana
Justice collaborator merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori extraordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan extraordinary measures / extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa).[footnoteRef:65] Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi Justice Collaborator terhadap kegiatan yang melawan hukum.[footnoteRef:66] [65:   Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung,    2008, hlm. 10.]  [66:  Ibid.] 

Peran Justice Collaborator sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi. Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang Justice Collaborator yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan JusticeCollaborator yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti dipersidangan.
Saksi pelaku yang bekerjasama/Justice Collaborator, mau memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana, bukan pelaku utama, dan kesediaan mengembalikan aset yangdiperolehnya. Juga adanyaancaman yang nyata atau kekhawatiran adanyaancaman tekanan fisik dan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya.
Di Indonesia pemberlakuan justice collaborator sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada terpidana Agus Condro Prayitno. Pemberian status justice collaborator kepada mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.[footnoteRef:67] [67:  Firman Wijaya, Op.Cit, hlm. 68] 

Namun, didalam instrumen internasional maupun instrumen nasional perlindungan hukum bagi justice collaborator belum diatur secara spesifik mengenai justice collaborator dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya terkait kesaksian yang akan diberikan dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi didalam instrumen hukum nasional. Hal ini menyebabkan seorang justicecollaborator merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan kesaksian yang berkaitan dengan kasus yang ia lakukan secara berjamaah.[footnoteRef:68] [68:  Ibid. hlm. 11] 

Selain itu, negara dan penegak hukum juga perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator, karena saksi pelaku tersebut juga turut membantu tugas-tugas negara dalam pemberantasan korupsi. Namun secarafaktual, pemerintah dan instansi yang berwenang belum memberikan penghargaandan perlindungan secara maksimal kepada para Justice Collaborator di Indonesia. Bahkan, banyak Justice Collaborator juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.[footnoteRef:69] [69:   Ibid.] 

Seharusnya tidak semua Justice Collaborator harus dihukum sekalipun sanksi hukumnya tetap diterapkan. Jika Justice Collaborator, dan perannya tidak secara signifikan berhubungan langsung dengan subyek korban, maka mereka perlu diperlakukan secara berbeda, sekalipun tetap dihukum.

C. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana
Kebijakan hukum pidana ( penal policy ) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana ( penal law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyususnan/perumusan hukum pidana. Kedua, Tahap Kebijakan yudikatif/Aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif atau administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/ eksekusi hukum pidana.[footnoteRef:70]M. Cherrif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah : tahap formulasi ( proses legislatif ), tahap aplikasi ( proses peradilan/judicial ) dan tahap eksekusi ( proses administrasi ).[footnoteRef:71] Tahap pertama ( kebijakan legislatif ) merupakan tahap penegakan hukum “in abstracto “, sedangkan tahap kedua dan ketiga ( tahap kebijakan yudikatif dan eksekutif ) merupakan tahap penegakan hukum in concreto. [70:   Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang – Undangan,   Semarang, Pustaka Magister Semarang 2012, hlm. 9]  [71:   M. Cherrif Bassiouni , Substantive Criminal Law, Charles C. Thomas Publisher, Springfield,  illionis, USA, 1978, hlm. 78] 

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut di atas mengandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan/kewenangan legislatif yang merumuskan atau menerapkan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana ( tindak pidana ) dan sanksi pidananya, kekuasaan/kewenangan aplikasi hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/ kewenangan mengeksekusi mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/badan yang berwenang. Ketiga kekuasaan atau kewenangan ini mirip dengan istilah yang digunakan Jonathan Clough sewaktu menguraikan ruang lingkup jurisdiksi. Menurutnya secara tradisional ada tiga kategori jurisdiksi, yaitu jurisdiksi legislatif, jurisdiksi judisial, “jurisdiksi eksekutif”.[footnoteRef:72] Istilah jurisdiksi yang dikemukakan Masaki Hamamo ini, mirip juga dengan yang dikemukakan Jonathan Clough[footnoteRef:73], yaitu Prescriptive Jurisdiction, Adjudicative jurisdiction, dan Enforcement jurisdiction. [72:   Masaki Hamamo, “Comparative Study in The Approach to Jurisdiction in Cyberspace”,   Chapter:   The Pinciple of Jurisdiction, cyberjursidiction home page, hlm. 1.]  [73:   Jonathan Clough, Principles of Cybercrime, Cambridge University Press, 2010, hlm.  405 – 416.] 

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan  melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.[footnoteRef:74] guna penegakan hukum tersebut diperlukan penal policy. [74:  Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum  Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti,  2008, hlm. 52.] 

Penal policy merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[footnoteRef:75] [75:   Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan   Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 19.] 

Pengertian tersebut sangat identik dengan pengertian “strafrechtspolitiek” “strafrechtspolitiek” yang didefinisikan oleh A. Mulder sebagai garis kebijakan untuk menentukan:
a.  seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
b.  apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
c.  cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.[footnoteRef:76] [76:    Ibid, hlm. 23.] 

Dengan demikian berdasarkan pandangan dari para pakar hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana yang identik pula dengan politik hukum pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang dicita-citakan dan dalam prosesnya berpijak dari ius constitutum menujuius constituendum, merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana.

D. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi
Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktek selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya "mafia pengadilan" di MahkamahAgung malah menjadi terdakwa dan selanjutnya menjadi terpidana, kiranya perluperlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun halyang perlu diperhatikan adalah memberikan definisi yuridis dari "Saksi atau Korban", sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya. Untuk memudahkan kiranya dapat diambil dari Pasal 1 angka 26 yang menentukan" Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentinganpenyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang iadengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan daripengetahuan itu". Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: "a victim is aperson who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense ofjustice has been directly disturb by the experience of having been the target of acrime", artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagaiakibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggusebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.[footnoteRef:77] [77:   Nyoman Serikat Putra Jaya, Op.Cit, hlm. 55.] 

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa dalam hukum positif diIndonesia, masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalamhukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidanamateriil terlihat dalam Pasal 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana,dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syaratumum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masapercobaan. Syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebihpendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagiankerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.
Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undangNomor 20 tahun 2001 yang mengancam dengan pidana penjara ataupidana denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkanpenyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindakpidana korupsi dan Pasal 24 memberikan perlindungan atas identitaspelapor.[footnoteRef:78] [78: `Ibid, hlm. 55.] 

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi ialah denganmewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untukmerahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yangbersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa disidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Larangan tersebut pada setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atauorang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucianuang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancamanyang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapordan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Di sini nampak bahwaUndang-undang No. 8 Tahun 2011 memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/atausaksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana.[footnoteRef:79] [79:  Ibid,hlm. 56.] 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan iaalami sendiri.[footnoteRef:80] Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yangdapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentangsuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau iaalami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja adasedikit penyempurnaan bahasa saja. [80:  Soenarto Surodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung DanHoge Raad (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007), hlm. 355.] 

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jugamemberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.[footnoteRef:81] [81:   Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum , ( Jakarta:Pradya Paramita, 1976), hlm. 83.] 

Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihatsendiri dan ia alami sendiri.[footnoteRef:82] [82:  Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas  Diponegoro, Semarang, 1982. hlm. 42.] 

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpaman bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.[footnoteRef:83] [83:  Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, ( Jakarta:Pradya Paramita, 1981), hlm.49.] 

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah sesorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar - benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.
	
















BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Kebijakan Formulasi Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Jutice Collaborrator Saat Ini.
a. Kebijakan Formulasi Perlindungan Terhadap Whistleblower Saat Ini
 Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban serta adalah LPSK. Tetapi undang-undang ini tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pengertian whistleblower dan tidak secara eksplisit pula menyebutkan bahwa undang - undang ini juga melindungi whistleblower. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lex specialis (ketentuan khusus) yang mengatur perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban. Pengaturan perlindungan dan tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan atau korban, sebelumnya tersebar di beberapa peraturan dan di beberapa lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan.
Pada bagian penjelasan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :
“...dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Selanjutnya disebutkan.…Pelapor yangdemikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya...”
	Dasar hukum perlindungan bagi whistleblower adalah sebagai berikut :
a. Pasal 10 ayat (1) UU PSK: "saksi, korban, dan pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya."
b. Pasal 83 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:
1) perlindungan atas Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor ;
2) Setiap Orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya ;
3) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor ;
4) Setiap Orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang wajib diberi pelindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya;
5) Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.
c. Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat:
1) perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2) perahasiaan identitas korban atau saksi;
3) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
d. Surat Edaran Mabes Polri No. 345 Tahun 2005 mengatur bahwa penanganan kasus korupsi harus didahulukan daripada laporan pencemaran nama baik.
e. UN Convention Against Transtional Organized Crime (Indonesia acceded Covenant 23 February 2006).
f. Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Indonesia 19 September 2006 meratifikasi Pasal 37: kebijakan mitigation of punishment oleh pengadilan dan immunity from prosecution bagi cooperating witness.
g. Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan pasal ini: Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor, yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian pengadilan ...."

Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban dalam suatu ketentuan tersendiri (lex specialis), memberikan pengertian adanya semacam unifikasi dari berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi para pengungkap fakta (whistleblower) yang tersebar dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan landasan hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (whistleblower), tetapi masih belum cukup kuat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membedakan perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, dalam pelaksanaan pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan unit pelayanan bagi korban kejahatan (perlindungan korban) di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang - undang mengenai korban kejahatan.
Dibutuhkan pembocor atau “orang yang bernyanyi” agar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam berkas perkara maupun pemeriksaan di depan persidangan. Menggugah atau membuat pelaku agar dapat berceloteh atau mengungkapkan jaringan kejahatan dan modus operandi pelaku kejahatan tentunya dilakukan dengan teknik penyidikan tersendiri yang pada prinsipnya dengan menghormati hak - hak asasi manusia. Kronologis atau kejadian tersebut hanya dapat diungkap oleh pelaku yang merupakan bagian dari jaringan kejahatan tersebut dan untuk pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum wajib diberikan perlindungan hukum meskipun pelaku yang berceloteh atau mengungkapkan kejahatan yang mereka lakukan tidak luput dari ancaman hukuman. Kerjasama pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan di depan persidangan dapat dijadikan oleh majelis hakim nantinya sebagai hal yang meringankan hukumannya.
Perlindungan terhadap whistleblower yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”.
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan: “Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat ( 1 ) secara jelas ditentukan : Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”. 
Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sedangkan terhadap “Pelapor” adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.
Menurut Ahmad Yani[footnoteRef:84], di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai whistleblower. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. Lebih lanjut dikatakannya bahwa whistleblower itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas perkara-perkara yang dikemukakan kepada penegak hukum. Kasus-kasus besar seperti mafia perpajakan itu biasanya dibongkar oleh orang dalam sendiri, oleh karena itu perlu ada pengaturan perlindungan terhadap whistleblower. Seharusnya tidak perlu ada kriteria seseorang menjadi whistleblower, karena siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu permufakatan jahat, kemudian dengan sungguh - sungguh memberikan laporan atau kesaksian kepada penegak hukum, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk dilindungi. [84:  Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.] 


b. Kebijakan Formulasi Perlindungan Terhadap Justice Collaborrator    Saat Ini.  
Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya terobosan hukum untuk mengurangi dan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi selain dengan mekanisme pemberatan pidana sebagai efek jera, perlu juga merealisasikan strategi represif yang lain yaitu dengan memainkan peran orang/pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dapat menjadi saksi yang mau bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi yang lebih besar, yaitu mereka yang sering disebut dengan justice collaborator. Namun hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia, belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta secara massif sebagai saksi pelaku karena seorang saksi pelaku tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana”. Dari hasil uraian di bab sebelumnya didapatkan bahwa masih munculnya pro dan kontra serta perbedaan persepsi atau pandangan, serta penafsiran terkait keberadaan tersangka atau terdakwa yang mendapatkan predikat justice collaborator sehingga oleh karena itu perlu ada formulasi dan konsepsi yang lebih baik dan lebih matang guna perbaikan kedepan sehingga tidak terjadi kembali hal sedemikian tersebut.

E. Implemetasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Proses Peradilan Pidana.
a. Implemetasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Proses Peradilan Pidana.
Proses Persidangan
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc. didakwa secara alternatif sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, gratifikasi yang dianggap pemberian suap dengan sttuktur dakwaan berbentuk kombinasi/campuran, yakru dakwaan kumulatif alternatif sebaga.i berikut.
Pertama
Kesatu	: Pasa1 12 huruf a jo Pasa118 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaunana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubuhan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau
Kedua	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Atau
Ketiga	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau
Keempat	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atau
Kelima	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
	Dan 
	Kedua 
Kesatu	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Ayat (2) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau
Kedua	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Atau
Ketiga	: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 12 Huruf F jo Pasa1 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenting Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasa155 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atau 
Keempat	:	Sebagairnana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tenting Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang bahwa setelah majelis memperhatikan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis yang paling tepat di antara kelima surat dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke 5 (lima) yakni pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan paling lama 5 ( lima ) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan  atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pemikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
Bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ad. 1 	Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara 
Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi mengenai pengertian pegawai negeri telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pega negeri adalah meliputi:
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undangundang tentang kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagairnana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dart negara atau masyarakat.
Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Udang-Undang No. 43 Tahun 1999 dalam Pasa1 1 angka 1 dinyatakan Pegawai Negeri adalah seseorang yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-udangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) pegawai negeri terdiri dari:
1. Pegawai Negeri sipil pusat dan Pegawai Negeri sipil daerah;
2. Anggota TNI;	
3. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisan Negara Republik Indonesia.
Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud penyelenggaraan negara dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan yang dimaksud Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah penyelenggara Negara sebagaunana dimaksud dalam Pasa12 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bahwa sesuai Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 penyelenggara Negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara; 
3. Menteri;
4. Gubernur, 
5. Hakim; 
6. Pejabat Negata yang lain sesuai dengan kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang yang memiliki fungsi strategi” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaaran Negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meliputi:
a. Direksi, korrusaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD;
b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan BPPN;
c. Pimpinan Perguruan tinggi Negeri; 
d. Pejabat Esilon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian Negara RI;
e. Jaksa;
f. Penyidik; 
g. Panitera Pengadilan;
h. Pimpinan dan bendahara proyek.

Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan pengertian Pegawai Negeri maupun pengertian Penyelenggara Negara sebagainiana terurai di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc. merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang bexdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Skep/424/X/2008 tangga110 Oktober 2008 telah diangkat sebag-u Kepala Badan Reserse Krirninal (Kabareskrim) Polri. Dengan tugas memimpin, membina, dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingk-ungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran ;erta melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Kapolri.
Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan identitas dan kedudukan/jabatan Terdakwa Drs. Susno duadji, S.H., M.H., M.Sc sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis telah memenuhi kriteria baik sebagai pegawai negeri maupun Penyelenggara Negara sehingga unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi.
Ad. 2 Unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasan atau atau kewenangan yang berhu bungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah, telah dirumuskan oleh yurisprudensi, bahwa hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (HR 25 April 1916) (Buku Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dart Internasionol, hal. 218 penerbit PT Raja Grafindo Persada) sehingga menerima hadiah mempunyai pengertian mendapatkan sesuatu yang mempunyai nilai dan yang dapat dipindahtangankan, atas suatu benda kedalam kekuasaan orang yang menerima benda tersebut. Sedangkan mengenai janji apa yang dijanjikan belum diwujudkan oleh pemberi.
Menurut Pat Laimintang, kejahatan menerima suap dalam bentuk pemberian atau janji harus dilandasi (P.A.F LAMINTANG : 1991,318):
a. Oleh “pengetahuan” ataupun oleh “kepatutan dapat menduga”
dari pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau sesuatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, atau
b. Oleh “anggapan” orang yang memberihan pemberian atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.
Lebih lanjut dikemukakan oleh Lamintang, tentang “kepatutan” dapat menduga bahwa suatu pemberian atau janji yang diterima oleh seorang pegawai negeri itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pegawai negeri tersebut karena jabatannya, dengan sendirinya harus dinilai oleh orang lain dan bukan oleh pegawai negeri itu sendiri. Unsur yang dilarang dari ketentuan pasal ini adalah “menerima pemberian atau janji “ tanpa perlu memperhatikan kegunaan dari pembenan atau janji yang telah la terima, sehingga merupakan suatu delik formal yang diangap sebagai delik selesai setelah diterimanya pemberian hadiah atau janji tersebut oleh pelaku (P.A.F LAMINTANG : 1991, 319-321).
Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, hlm. 176-177 menerangkan:
Dalam rangka hubungan Pasal 209 KUHP selaku Penyuap aktif (Pasa! 13 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001) dengan Pasal 418 KUHP selaku Penyuap pasif (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001), si Penyuap harus mengetahui bahwa pejabat itu dalam memenuhi keinginannya tidak menepati kemajibannya (HR 13 November 1893). Tetapi bagi si penerima suap. Maksud batin dari pemberi janji/ hadiah yang tidak diucapkan terhadap si penerima janji/ hadiah, tidak menjadi persoalan untuk pertanyaan apa yang oleh penerima janji/hadiah itu (HR 9 April 1946). Untuk adanya pengetahuan mengenai yang disebut di atas adalah cukup, bahwa pejabat yang menerima janji/hadiah telah menyadari bahwa pemberian itu dimaksud untuk mendomng ia melakukan suatu perbuaatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya; terlepas apakah memberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi (HR 4 Februari 1947);
Pengertian “berhubungan dengan jabatan” (in zijn bedeining) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu, bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya; akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berhuat demikian (HR 26 Juni 1916). Lagi pula “berhubungan dengan jabatannya” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup jabatannya memungkinkan (HR 20 Juni 1916).
Menimbang Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.sc. pada saat menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pernah dihubungi dan dirruntai bantuan oleh Haposan Hutagulung melalui Sjahril Djohan, untuk mempercepat proses penyidikan terhadap perkara/ kasus penggelapan modal kerja penangkaran ikan arwana yang ditangani Haposan Hutagalung, karena proses penyidikannya di Bareskrim Polri perkembangannya lambat. Bahwa setelah terjadi beberapa pertemuan di ruang kerja Terdakwa, antara Terdakwa, Haposan Hutagalung, dan Sjahril Djohan, di mana dalam pertemuan tersebut menjelaskan kronologi perkaranya dan menunjukkan bukti-bukti, akhirnya Terdakwa memberikan atensi dan memerintahkan penyidik untuk mempercepat proses perkaranya.
Bahwa atas perhatian (atensi) Terdakwa terhadap perkara/ kasus penggelapan modal kerja ikan arwana dengan memerintahkan penyidikan untuk mempercepat proses penyidikan perkara tersebut Haposan Hutagalung melalui saksi Sjahril Djohan memberikakan uang, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Drs. Susno Duadji, SH, MH, MSc.
Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat Majelis unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau menurut  pikiran orang yang memberikan hadiah atau Janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
Menimbang bahwa tentang pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di junctokan dalam dakwaan pertama kelima dipertirnbangkan bahwa, pasal tersebut adalah mengatur tentang pidana tambahan bukan mengatur unsur tindak pidana sehingga tidak berpengaruh terhadap terbukti/tidaknya dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh karenanya ketentuan pasal 18 tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri terkait dengan perlu/tidaknya penjatuhan pidana tambahan dimaksud.
Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertirnbangkan di atas, ternyata seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan pada dakwaan pertama kelima telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya dakwaan pertama kelima harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut.
Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua ini pun surat dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc. berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terangkap di persidangan.
Menimbang bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni Pasa13 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Yang unsur-unsumya adalah sebagai berikut.
1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenagan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Unsur Ke 1  : Setiap Orang
Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorang atau termasuk korporasi.
Unsur Ke- 2	: Dengan Tujuan Menguntungkan Din Sendiri  Atau Orang Lain  Atau Suatu Korporasi 
Bahwa menurut R. Wiyono, S.H., yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (Wiyono, 2008: 46).
Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan kedua, 1989) arti “menguntungkan” adalah `memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan)’, dan arti “untung” adalah `mujur, guna, manfaat, faedah’.
Menurut putusan Mahkamah Agung RI tangga129 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai daa kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dirrvlikinya karena jabatan atau kedudukan.
Unsur Ke 3 : 	Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Bahwa menurut R Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2008: 46), yang dimaksud “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah `menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.
Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI dalam perkara atas nama Menyok Wiyono di mana, bahwa kewenangan itu harus timbul dari jabatan, karena ada jabatan yang jabatan itu timbul sejumlah kewenangan yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan, inilah yang disebut penyalahgunaan kewenangan dalam hukum pidana. Atau menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena itu tidak sesuai dengan maksud diadakannya kewenangan itu. Penyalahgunaan kewenangan di sini harus ditafsirkan penyalahgunaan berkenaan kewenangan atribusi, kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan yang melekat dalam jabatannya. Menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena itu tidak sesuai dengan maksud diadakannya kewenangan itu.
Unsur-unsur tersebut dipandang terbukti:
· Bahwa benar Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.I-L, M.Sc. sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat yang sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana hibah pemilu kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2008 sebesar Rp 27.732.147.244,00 telah terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa yaitu sebelum dana hibah pemilukada Jawa Barat tahun 2008 untuk tahap yang ke-IV distribusikan/dibagikan ke Satker kewilayah (Polwil, Pokes, Pokesta) sewilayah Polda Jabar, Terdakwa memerintahkan Maman Abdurahman Pasya untuk melakukan pemotongan atas pendistribusian tahap IV dana hibah pengamanan pemilukada Jabar tahun 2008 ke Satker kewilayahan (Polwil, Polres, Polresta) sewilayah Polda Jabar dan juga pemotongan atas dana hibah yang dialokasikan untuk Dir. Intelkan Polda Jabar, dengan jumlah pemotongan seluruhnya (Satker kewilayahan dan Dir. Intelkam) Rp 469.721.915,00 yang setelah dana pemotongan tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa antara lain:
a. Uang tunai sebesar Rp 250.000.000,00
b. Untuk pembelian 40 (empat puluh) lembar travel cheque Bank Mandiri @ Rp 25.000.000,00
c. Untuk dibagikan sebagai dana atensi Kapolda Jabar kepada para pejabat di Polda Jabar
d. Untuk pembayaran mobil Toyota Camry yang dijadikan mobil dinas Kapolda Jabar Rp 372.850.000,00 
· Bahwa Terdakwa Drs. Susno Duadji, SH, M.H., M.Sc. melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, sarana, dan kesempatan karena jabatan atau kedudukan dengan memerintahkan pemotongan dana hibah pengamanan pemilukada dan menggunakan pemotongan dana yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas pengamanan Pemilukada Jabar.
Bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc. lakukan seperti tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan bahwa dana hibah pengamanan pemilihan Gubernur dan Waki1 Gubernur Jabar tahun 2008 yang diberikan kepada Polda Jabar adalah merupakan keuangan Negara, serta dihubungkan pula adanya pengertian “Kerugian Negara” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 yang juga telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim apa yang dilakukan Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.Sc. tersebut adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara.
Menimbang bahwa berdasar,kan hal-hal tersebut di atas maka unsur ke-4 yang dapat merugikan keuangan negara harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
Unsur Ke 4 :	Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengatur tentang tentang orang yang di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana (duder) yaitu orang yang melak-ukan, orang yang menyuruh melakukan serta turut melakukan perbuatan itu.
Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarya lengkap pasal demi pasal menyatakan antara lain bahwa:
1. Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), di sini setidaknya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi la menyuruh orang lain, yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat (intrumen) saja, maksudnya la tidak dapat di hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.
Menimbang maka unsur ke-4 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.
Menimbang, .... demi tegaknya hukum dan keadilan dan sesuai prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat, dan meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap saksi Maman Abdurrahman Pasya, Ultje Apriyanti, dan Iwan Gustiawan atau oleh karena Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan pidana korupsi maka Kejaksaan harus melakukan penyidikan terhadap saksi Nianian Abdltrpu-inlan pasya, Ultje Apriyanti, dan Iwan Gustiawan untuk dijadikan Tersangka dan Terdakwa agar mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:
1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Terdakwa selaku aparatur Negara hukum (Anggota POLRI) selaku Kapolda dan Kabareskrim seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam menegakkan hukum dan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku.
3. Terdakwa ddak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya.
Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa merupakan salah seorang yang mengungkap penyimpangan penanganan perkara arwana dan perkara pajak, di mana Terdakwa mendapat perlindungan saksi sekaligus sebagai Tersangka/Terdakwa dari LPSK berdasarkan Pasal 10 (2) UU No. 13 Tahun 2006 berhak mendapat keringanan hukuman.
b. Terdakwa sebagai anggota POLRI telah mengabdi kepada bangsa dan Negara kurang lebih selama 34 tahun. 
c. Dalam perkara yang berkaitan dengan pemotongan dana lubah pengamanan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar tahun 2008, Terdakwa didakwa secara bersama akan tetapi sampai diadilinya perkara ini hanya diri Terdakwa yang menjalani proses peradilan.

MENGADILI
· Menyatakan Terdakwa Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., M.sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama kelima. Dan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaunana dakwaan kedua yang kedua.
· Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana  penjara selanna 3 (tiga) tahun dan G (enam) bulan dan Denda sebesar                      Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama G (enam bulan).
· Menghukum Terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar                           Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan apabila terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
· Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan. 
· Menyatakan barang bukti:
a. Dalam perkara PT SAL:
1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 8600 Luna warna hitam berikut SimCard Nomor 081210001945; dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6300 warna silver berikut SimCard Nomor 0816821945; dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa haposan hutagalung, s.h.
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6700 warna hitam, berikut SimCard nomor 081398888269;
4. 1 (satu) unit SimCard Simpati; dirampas untuk dimusnahkan, Dst.

a) Analisis Whistleblower bagi Susno Duadji 
Ada pandangan mengenai kasus ini terkait peran whistleblower apakah dia “terlibat” dalam tindak pidana atau “tidak terlibat” tindak pidana. Memang whistleblower memiliki karakter yang khas karena bukan sekedar pelapor atau saksi biasa. Whistleblower adalah orang yang sangat dekat dengan pelaku tindak pidana, sangat mengetahui detail tindak pidana yang berbau skandal atau serious crime tersebut Jadi, informasi tentang subjek dan objek tindak pidana tersebut sampai di sini posisi whistleblower tidak menjadi permasalahan tersendiri. Memang tidak semua whistleblower tidak terlibat tindak pidana. Seorang whistleblower baru menajdi permasalahan di hadapan hukum/ dilematis ketika dia juga terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Bahkan ada pandangan terhadap whistleblower/participan whistle blower dan justice collaborator bisa menempatkan pelaksana penyelidikan dan penyidikan dalam posisi sulit bila ternyata fakta hukumnya seseorang yang menjadikan bersangkutan sebagai saksi atau tersangka. Alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik kemudian dianggap tidak tepat menempatkan seseorang sebagai “pemukul kentongan” atau “peniup pluit” (whistle blowers), participant whistle blower, ataupun justice collaborator tetapi menempatkan yang bersangkutan sebagai saksi atau tersangka atau pelaku penyerta (Pasa155 dan 56 KUHP). Dengan alur pemikiran seperti itu ada yang beranggapan sepanjang whistle blower atau justice collaborator wajar diberi reward tetapi bila yang bersangkutan terlibat sebagai pelaku atau pelaku penyerta tidak menghukum pemaaf untuk tidak ditindak secara hukum walau yang bersangkutan ikut membongkar kejahatan itu sendiri. Dan sudut pihak yang berpikir semacam ini tentu tidak dapat dipersalahkan karena memang bukan persoalan sederhana ketika fakta hukumnya bahwa whistle blower dan justice collaborator juga pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasa155 dan 56 KUHP Bila kemudian pexan pertisipasi whistleblower atau justice collaborator menjadi strategis dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan maka ada pertanyaan mendasar yang perlu pemikiran dan perumusan secara jelas dalam UU guna jelasnya dan efektifitasnya proses dan sistem peradilan pidana. Pertanyaan datam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut sebagai berikut. 
Menurut hemat penulis memang ada persoalan yang cukup mendasar didalam UU perlindungan saksi dan korban No. 13 Tahun 2006, yakni ketidakjelasan dan ketidaktegasan/ ambiguitas rumusan saksi dan tersangka yang pada saat bersamaan berstatus sebagai whistleblower atau justice collaborator. Materi muatan ketentuan Pasal 10 (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK tersebut berpotensi munculnya polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Akibatnya, kepastian hukum dan keadilan menjadi isu mendasar terhadap keberadaan UU No. 13 Tahun 2006 sebagai payung hukum whistleblower dan justice collaborator. Mahkamah Agung berupaya memberikan rujukan yuridis tentang peran whistleblower tersebut dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Namun menurut sebagian kalangan, SEMA tersebut justru melahirkan berbagai multitafsir dan problematika baru di dalam pelaksanaannya.
SEMA bersifat mengikat secara internal, maka belum cukup diandalkan sebagai payung hukum bagi konsep whistleblower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana (criminal juustice system). SEMA RI sifatnya hanyalah pengaturan sektoral di wilayah pengadilan. Namun tentu hal tersebut perlu diapresiasi sebagai wujud kontribusi dan komitmen para hakim terhadap whistleblower dan Justice collaborator.
Dalam pandangan penulis, penyidikan, penuntutan, dan proses mengadili susno duadji yang dilindungi sebagai whistle blower menimbulkan problematika yuridis dan benturan kewenangan antara penyidik dan LPSK. Bahkan menurut hemat penulis, perlakuan sebagai pelaku tindak pidana lebih kental dan dominan ketimbang perlakuan sebagai saksi yang mengungkap adanya tindak pidana (whistleblower) ataupun sebagai justice collaborator diperlukan pendalaman sejauh mana susno duadji berani mengambil resiko dengan mau bekerjasama dengan aparat hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. Tetapi tentu bukan berarti pula susno duadji bisa dinilai sebagai saksi biasa karena dia sangat mengetahui detail tindak pidana perpajakan dan kasus arwana tersebut. Bahkan dia mengetahui sejauh mana keterlibatan petingginya dalam kasus tersebut.
Penyidikan dan proses penuntutan kasus tersebut seperti. nya enggan menempatkan susno duadji sebagai whistleblower dan lebih agresif untuk mengejar kesalahannya pada kasus yang lain. Seperti diketahui umum, adalah tidak mudah mengungkap kasus skandal perpajakan karena domainnya yang sensitif, tidak jarang seringkali terjadi kemacetan prosedural bahkan kesulitan pembuktian untuk mengungkap pelaku utamanya dan jaritigannya yang terorganisir dan rapi. Belum lagi rasa takut ancaman dan balasan sehingga memilih diam. Sementara Lembaga LPSK mau memberikan perlindungan karena sifat pentingnya keterangan saksi dan tingkat ancaman yang membahayakan bagi susno duadji. Namun proses penyidikan dan penuntutan menarik kasus lain mungkin saja untuk memberikan pesan kepada publik perlindungan LPSK kepada susno duadji tidak tepat karena rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh susno duadji tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK yang mewajibkan syarat pemberian perlindungan tidak saja terkait in formasi yang diberikan melainkan track record/rekan jejaknya. Sebenarnya, menurut penulis, yang diperlukan penilaian secara layak apakah seorang whistle blower dan justice collaborator adalah pada itikadnya: apakah dia memiliki itikad baik atau tidak, ataukah ada motivasi altruistis (motivasi yang patut dihargai atau motivasi kriniinalis/ motivasi untuk saling melindungi kejahatan yang terjadi). Ini sebenamya menjadi prioritas penilaian ketat dan mendalam sehingga diperlukan identifikasi kelayakan, kedaIaman, tentang pentingnya informasi yang mereka berikan.
Pernyataan susno duadji mengenai adanya penyunpangan kasus penggelapan pajak yang kasusnya ditangani oleh Markas Besar Kepolisian berakibat berbagai dugaan dan spekulasi penyalahgunaan jabatan di lingkungan mabes Polri. Langkah susno duadji dipandang cukup berani mengingat jarang terjadi seseorang berasal dari kalangan internal mau mengungkap berbagai penyunpangan yang terjadi di institusinya. Hanya saja pasca pernyataan susno duadji, pengungkapan rekam jejak susno duadji pada jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Jabar terkait dengan dana pengamanan Pemilukada Jabar sekalipun mungkin dipandang memiliki legalitas dan legitimasi karena merupakan tindakan Pro Justitia kasus korupsi namun sulit dibantah penilaian proses hukum yang menempatkan SUSNO DUADJI sebagai pelaku korupsi adalah “serangan balik” pada seorang whistleblower. Ini terlihat ketika SUSNO DUADJI “dijerat” dengan perkara korupsi Pilkada dan suap PT Arwana Lestari secara kombinasi alternatif dan berlapis. Aroma serangan batik sepertinya sulit dibantah mengingat Mabes Polri yang langsung menangani kasus tersebut.

b. Implemetasi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Justice Collaborrator Dalam Proses Peradilan Pidana.
Posisi Kasus
Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Swaray Gultom memang telah berlangsung delapan tahun yang lalu. Masa jabatan Miranda Gultom pun telah berakhir sejak tahun 2009 dan telah digantikan oleh Darmin Nasution.[footnoteRef:85] Kasus korupsi pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang melibatkan setidaknya 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 1999-2004 tersebut hingga kini masih belum benar-benar terungkap dan masih terus diupayakan penyelesaiannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan hukuman selama dua tahun enam bulan penjara terhadap Nunun Nurbaeti, salah satu pelaku tindak pidana tersebut yang beberapa waktu ini sering menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat karena sulitnya yang bersangkutan untuk ditangkap oleh penyidik KPK hingga menjadi buronan International Police.[footnoteRef:86] [85:   s.n., “Dewan Gubernur”, http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Dewan+Gubernur/
    darmin.htm, diunduh pada tanggal  01 Maret  2014.
]  [86:  “Wajah Nunun Terpampang di Situs Interpol “,http://www.tempo.co/ read/news   /2011/06/14/063340529/Wajah-Nunun-Terpampang-di- Situs-Interpol, diunduh pada tanggal 5  Maret  2014.] 

Nunun Nurbaeti dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberi suap ke sejumlah anggota DPR RI Periode 1999- 2004 terkait pemenangan Miranda Swaray Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009. Sementara itu , penyandang dana di balik pembelian cek perjalanan atau travellers cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) yang menjadi alat suap tersebut belum terungkap dalam putusan perkara Nunun Nurbaeti.[footnoteRef:87] Miranda Gultom sebagai pihak yang dimenangkan pun baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pada Januari 2012 lalu.[footnoteRef:88]  [87:  Icha Rastika dan Heru Margianto, “Penyandang Dana Cek Perjalanan Belum Terungkap”http://nasional.kompas.com/read/2012/05/09/14520376/Penyandang.Dana.Cek.Perialanan.Belum.Terungkap, diunduh pada tanggal 5 Juni 2012.]  [88:  s.n., “Miranda Tetap Bungkam Soal Cek Pelawat”.http://www.tempo.co/read/fokus 2012/04/09/2338/Miranda-Tetap-Bungkam-Soal-Cek-Pelawat, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.] 

Kasus ini dimulai pada tanggal 8 Juni 2004 ketika diadakan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI yang dihadiri oleh sekitar 57 anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi IX) DPR RI. Dalam Pemilihan ini, Miranda Gultom menang mutlak dengan mengantongi 41 suara dan mengalahkan kedua peserta lainnya, yaitu Budhi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono. Sehari sebelumnya, Nunun Nurbaeti, Presiden Komisaris PT Wahana Esa Sejati meminta Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada anggota DPR RI yang sudah mau memilih Miranda Gultom. Kemudian, setelah acara pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut selesai, Arie Malangjudo mulai melaksanakan perintah Nunun Nurbaeti untuk menemui perwakilan masing-masing fraksi dari Komisi IX DPR RI dan membagikan kantung-kantung berisi TC BII. Kantung berlabel merah diberikan kepada Dudhi Makmun Murod sebagai perwakilan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), kantung berlabel kuning kepada Hamka Yandhu dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), kantung berlabel hijau kepada Endin Soefihara dari Fraksi Partai Persatuan  Pembangunan (PPP), dan kantung berlabel putih kepada Udju Djuhaeri dari Fraksi TNI/Polri.[footnoteRef:89] [89:  Budi Setyarso,et.al., “Terseret Durian Runtuh”, http://maialah.tempointeraktif.com/id/ arsip/2010/09/06/LU/mbm.20100906.LU134551.id.html, diunduh pada tanggal 25 Mei 2012.] 

Dudhi Makmun Murod, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P atas permintaan Sekretaris Fraksi PDI-P Panda Nababan menemui Arie Malangjudo di Restoran Bebek Bali di Kompleks Taman Ria Senayan untuk menerima titipan dari Nunun Nurbaeti tersebut. Dari Arie Malangjudo, Dudhi menerima sebuah tas karton berlabel merah berisi TC BII senilai Rp 9.800.000.000,00 (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah). Atas saran Panda Nababan, uang tersebut dibagikan oleh Dudhi bersama dengan Emir Moeis, Ketua Komisi IX DPR RI kepada 17 anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P, termasuk Dudhi dan Panda sendiri. Tak ketinggalan, Emir Moeis pun juga mendapatkan bagian dari TC BII ini.[footnoteRef:90] [90:    Firman Wijaya, Op. Cit, Hlm. 127] 

Sebelumnya, semua terdakwa pernah mengikuti dua kali pertemuan di mana Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI-P dalam Komisi IX DPR RI memberi arahan bahwa anggota Fraksi PDI-P harus menjaga solidaritas suara dengan mendukung Miranda Gultom dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Dalam rapat internal yang kedua tersebut ditunjuk pula Panda Nababan sebagai. Koordinator Pemenangan Miranda Gultom. Dalam rapat ini ada pembicaraan mengenai kesediaan Miranda Gultom untuk memberikan uang Rp 300.000.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 jika ia berhasil dimenangkan. Hingga akhirnya, pada tanggal 29 Mei 2004 di Hotel Dharmawangsa Jakarta, para anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P melakukan pertemuan dengan Miranda Gultom dalam rangka mengenal pribadi Miranda Gultom dan upaya pemenangannya dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.[footnoteRef:91] [91:  Ibid.] 

Empat tahun berselang, barulah kasus suap ini terbongkar akibat laporan dari Agus Condro Prayitno, seorang anggota DPR RI masa keanggotaan tahun 2004-2009 yang mewakili Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dari daerah pemilihan Kabupaten Batang Jawa Tengah. Agus Condro pertama kali mengungkapkan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pertama kali kepada Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui Wakil Kordinator ICW, Adnan Topan Husodo.[footnoteRef:92] Kepada Adnan, Agus Condro menceritakan kronologis dan detail tentang kasus suap tersebut. Agus menceritakan bahwa ia pernah menerima TC BII senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah pemilihan Deputi Gubernur Senior Miranda Gultom dan uang tersebut telah habis dibelikan apartemen dan mobil.[footnoteRef:93] Atas cerita Agus tersebut, Adnan menyarankan agar Agus melaporkan kasus ini ke KPK dengan alasan apabila dilaporkan ke penegak hukum yang lain akan sulit diungkap. Selain itu menurut Adnan, Agus juga dapat memperoleh perlindungan karena saat itu LPSK belum terbentuk.[footnoteRef:94] [92:  Syamsul Mahmuddin, “Saksi Meringankan buat Whistleblower”, http://www.forum  keadilan.com/hukum.php?tid=222, diunduh pada tanggal 14 Maret 2014]  [93:    Firman Wijaya, Op. Cit, Hlm. 109 ]  [94:    Syamsul Mahmuddin, loc.cit.] 

Setelah menerima saran dari Adnan Topan Husodo, Agus tidak langsung serta-merta melaporkan kasus tersebut kepada penyidik KPK. Kepada media massa, Agus mengaku bahwa pada awalnya iatidak pernah melaporkan kasus tersebut secara langsung, tetapi pelaporan tersebut justru terjadi ketika dirinya diperiksa dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi dalam Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dengan tersangka politisi dari Partai Golongan Karya, Hamka Yandhu. Agus ditanyai oleh penyidik KPK apakah dirinya pernah menerima sesuatu dari Hamka Yandhu dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank dari Hamka Yandhu, melainkan dari Dudhi Makmun Murod. Penyidik KPK pun terkejut mendengar keterangan tersebut dan memintanya untuk menuturkan kronologi kasus tersebut. Penyidik KPK tersebut kemudian menyarankannya untuk melaporkan kasus tersebut secara terpisah.[footnoteRef:95] [95:  Reza Yunanto, “Agus Condro akan Bersaksi di Sidang Dudhi ”, http://news.detik.com/read/2010/03/19/143043/1321247/10/ -agus-condro-akan-bersaksi di-sidangdudhie, diunduh pada tanggal 12 Maret 2014] 

Dari laporan dan kesaksian Agus Condro tersebut, KPK lalu mengembangkan kasus korupsi ini dan mengungkap oknum-oknum DPR yang menerima suap antara Rp 500.000.000,00 hingga Rp 1.400.000.000,00 dalam skandal pemilihan ini.[footnoteRef:96] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menelusuri pencairan cek serupa juga menemukan 480 cek mengalir ke  sedikitnya 30 anggota DPR Periode 1999-2004.[footnoteRef:97] Pengakuan Agus tersebut menyeret empat bekas koleganya di Komisi IX DPR yang menerima TC BII langsung dari Arie Malangjudo, yaitu Dudhie Makmun Murod, Endin Soefihara, Hamka Yandhu, dan Udju Djuhaeri.[footnoteRef:98] Endin yang menerima aliran dana sebesar Rp 500.000.000,00 dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Dudhie dan Udju yang juga menerima aliran dana sebesar Rp 500.000.000,00 dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Sedangkan Hamka yang menerima aliran dana Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Keempat terdakwa tersebut dijatuhi pidana pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Mei 2010. [96:    Reza Yunanto, loc.cit.]  [97:   Dewi Safitri, “Remisi Hanya untuk Whistle Blower”, http://www.bbc.co.uk/indonesia /berita indonesia/2011/10/111031 corruptionparolesystem.shtml, diunduh pada tanggal 5 Juni 2014.]  [98:    Budi Setyarso,et.al., loc.cit.
.] 

Jauh sebelum dirinya menjadi tersangka, Agus Condro juga sudah menghadapi konsekuensi dari tindakannya melaporkan kolega-koleganya sendiri. Pada tanggal 25 Agustus 2008 ia diberhentikan dari DPR dengan surat No. 270/APTS/DPP/VIII/2008 dengan alasan telah mencemarkan nama baik organisasi dan melanggar disiplin sebagai anggota DPR RI. Menurut penasihat hukumnya, Agus sangat menyadari dan siap akan konsekuensi yang akan teijadi padanya ketika melaporkan masalah ini ke KPK. Ia sangat sadar bahwa ia juga akan ditetapkan sebagai tersangka bersama pelaku lainnya.[footnoteRef:99] Ia menepis isu bahwa kasus itu ia bongkar lantaran sakit hati setelah istrinya, Ellya Nuraeni ditolak PDI-P untuk maju menjadi calon Bupati di Batang, Jawa Tengah. [99:  Syamsul Mahmuddin, loc.cit.] 

Agus Condro kemudian ditetapkan menjadi terdakwa dan mulai disidang pada tanggal 28 Maret 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama keempat terdakwa lainnya, yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus (meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2011), dan Williem Max Tuturima. Atas perbuatan mereka, jaksa penuntut umum mendakwa mereka dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :[footnoteRef:100] [100:  Firman Wijaya, Op. Cit, Hlm. 75] 

Kesatu : melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Kedua : melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Pasal 5 

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukandalam jabatannya.
(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau imbalan, padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.


Dalam surat tuntutannya kemudian Penuntut Umum KPK pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Terdakwa I (Agus Condro Prayitno), Terdakwa II (Max Moein), Terdakwa III (Rusman Lumban Toruan) dan Terdakwa V (Williem Max Tutuarima) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua. Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Agus Condro Prayitno pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Tuntutan hukuman ini berbeda dengan ketiga terdakwa lainnya di mana Max Moein dan Rusman Lumban Toruan masing-masing dituntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, sedangkan Williem Max Tutuarima dengan pidana penjara 2 (dua)  tahun. Ketiganya juga dituntut pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.[footnoteRef:101] [101:  Ibid., hlm. 78] 

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, perbuatan keempat terdakwa dinilai telah memenuhi semua unsur dari pasal di dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum sehingga semua terdakwa hams dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua perbuatan yang didakwakan.[footnoteRef:102] Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terlebih dahulu mempertimbangkan nota pembelaan dari keempat terdakwa. Dalam nota pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Agus Condro, mereka secara yuridis tidak membantah atau keberatan dengan analisis yuridis yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya. Mereka hanya mengajukan permohonan agar Agus Condro diberi putusan yang berdimensi keadilan sehingga dapat dijatuhi pidana seringan-ringannya karena ia adalah whistleblower yang membuka perkara ini pada aparat penegak hukum. Permohonan dalam nota pembelaan ini juga didukung dengan surat dari LPSK No.R.0706/1.3/LPSK/05/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Agus Condro.[footnoteRef:103] Dalam proses penyidikan pun Agus Condro telah mengembalikan uang hasil tindak pidana sebesar Rp 100.000.000,00 dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen Teluk Intan, Jakarta Utara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.[footnoteRef:104] [102:  Ibid., hlm. 94]  [103:  Ibid., hlm. 95]  [104:  Ibid., hlm. 98] 

Berbeda dengan terdakwa lainnya, Agus Condro mengakui bahwa ketika menerima 10 (sepuluh) lembar TC BII total senilai Rp 500.000.000,00 tersebut ia mengetahui bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya selaku anggota Komisi IX DPR RI dalam rangka pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.  Berdasarkan keterangannya, Dudhi Makmun Murod pernah mengatakan, “Ini uangnya sudah cair.” yang mana hal tersebut juga didengar teman-teman lainnya sesama anggota Fraksi PDI-P. Selain itu sebelumnya sudah beredar informasi bahwa Miranda Gultom bersedia memberi uang Rp 200.000.000,00 hingga Rp 300.000.000,00 dan bahkan Rp 500.000.000,00 jika diperlukan. Sementara itu di lain pihak, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bahwa mereka mengira pemberian tersebut adalah bantuan Fraksi PDI-P untuk kampanye pemilihan presiden di mana presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri yang juga adalah Ketua Umum PDI-P. Keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak didukung alat bukti yang sah karena berdasarkan keterangan saksi Tjahjo Kumolo dan Dudhi Makmud Murod sebagai Ketua dan Bendahara Fraksi, tidak ada anggaran fraksi untuk bantuan anggota untuk kampanye.118
Dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal yang memberatkan dari Agus Condro dan Williem Max Tutuarima. Sebaliknya, Max Moein dianggap memiliki hal yang memberatkan karena tidak menyesali perbuatannya dan tidak menyerahkan uang yang diperolehnya dari kejahatan ke negara melalui KPK. Demikian pula dengan Rusman Lumban Toruan juga dianggap memiliki hal yang memberatkan karena tidak menyerahkan uang yang diperolehnya dari kejahatan ke negara melalui KPK. Sementara itu, kedudukan Agus Condro Prayitno sebagai pelapor perkara korupsi penerimaan TC BII oleh anggota Komisi IX DPR RI periode tahun 1999-2004 dan keterusterangannya dianggap sebagai hal-hal yang meringankan oleh Majelis Hakim. Adapun lengkapnya hal-hal meringankan yang dimiliki Agus Condro dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah:[footnoteRef:105] [105:  Ibid., hlm. 101] 

1. Terdakwa mengakui terus terang;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4.  Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa telah menyerahkan uang yang diperolehnya dari  kejahatan ke negara melalui KPK, yaitu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen kepemilikannya;
6. Terdakwa adalah sebagai pelapor sehingga dapat terungkap.
Akhirnya pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa I, II, III, dan V tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “korupsi secara bersama-sama”. Agus Condro Prayitno dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan Max Moein dan Rusman Lumban Toruan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Williem Max Tutuarima selama l(satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Para terdakwa juga dijatuhi pidana denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.[footnoteRef:106] [106:     Ibid., hlm. 103] 

Setelah menerima salinan putusannya, Agus Condro mengajukan permohonan kepada KPK pada tanggal 8 Juli 2011 agar ia tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan terpidana kasus yang sama.121Ia memohon agar ia dapat menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Rawa Belang, Alasroban, Jawa Tengah agar keluarganya dapat dengan mudah menjenguknya.[footnoteRef:107] Akhirnya Menteri Hukum dan HAM sebagai yang  berwenang melakukan penempatan penjara pun mengabulkan permohonan tersebut pada tanggal 1 Agustus 2011 dan eksekusi penempatannya telah dilakukan KPK pada tanggal 2 Agustus 2011.[footnoteRef:108] [107:  s.n., “Agus Condro Kirim Surat ke KPK”, http://edukasi.kompas.com/read/2011  /07/08/17452289/Agus.Condro.Kirim.Surat.ke.KPK, diunduh pada 14 Februari 2014.]  [108:  Ratih P. Sudarsono dan Marcus Suprihadi, “Pelapor Kejahatannya Jangan Dipenjara”, http://nasional.kompas.com/read/2011/08/03/13123373/Pelapor.Keiahatannya.Jangan. Dipenjara, diunduh pada 21 Februari 2014.] 

Masih pada bulan Agustus 2011, Agus Condro mendapatkan keuntungan lagi berupa remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66.[footnoteRef:109] Beberapa bulan kemudian, Kementerian Hukum dan HAM memberikan pembebasan bersyarat kepada Agus Condro, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2011.[footnoteRef:110] Pembebasan bersyarat ini didasarkan pada surat usulan yang disampaikan Kepala Rutan Batang kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Kantor Wilayah. Pembebasan bersyarat tersebut didapatkan oleh Agus Condro setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya ditambah remisi 1,5 bulan. Total pidana penjara yang dideritanya adalah 15 bulan penjara dipotong remisi 1 bulan 15 hari sehingga total hukuman sama dengan 13 bulan 15 hari. Agus Condro telah menjalani dua pertiga dari 13 bulan 15 hari tersebut, yaitu 9 bulan penjara.[footnoteRef:111] [109:  s.n., “Agus Condro Dapat Remisi Satu Bulan”, http://suaramerdeka.com/v1/index .php/read/news/2011/08/17/93940, diunduh pada tanggal 22 Februari 2014.]  [110:     s.n., “Bebas Bersyarat Agus Condro, Penghargaan bagi Whistleblower”, http:/ nasional.kompas.com/read/2011/10/26/00294966/Bebas.Bersyarat.Agus.Condro.Penghargaan.bagi.Whistle.Blower, diunduh pada tanggal  24 Februari 2014.]  [111:  Icha Rastika dan Tri Wahono, “Agus Condro Bebas Bersyarat”, http://nasional  .kompas.com/read/2011/10/25/22333659 , diunduh pada tanggal 22 Februari 2014.] 

Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pembebasan bersyarat ini telah memenuhi semua persyaratan, baik substantif maupun administratif. Ia menyatakan bahwa selama menjalani pidana tersebut, yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang baik dan belum pernah melakukan tindakan yang melanggar tata tertib Rumah Tahanan Negara.[footnoteRef:112] Masih menurut Denny Indrayana, pembebasan bersyarat yang lebih cepat dari terdakwa lainnya dalam kasus yang sama itu merupakan bentuk penghargaan negara kepada whistleblower seperti Agus, sekaligus menjadi pesan moral bagi masyarakat untuk mau membongkar kasus korupsi.[footnoteRef:113] Hal ini juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan tentang pemberian insentif berupa remisi atau kemudahan pemberian hak-hak yang lain antara lain pembebasan bersyarat.  [112:   Mega Putra Ratya, “Agus Condro Bebas Bersyarat”, http://news.detik .com/read/2011/10 /25/192815 /1752489/10/ agus-condro-bebas-bersyarat?nd992203605, diunduh pada tanggal 22 Mei 2012.]  [113:    s.n., “Bebas Bersyarat Agus Condro, Penghargaan bagi Whistleblower”, loc.cit.] 

a) Kedudukan Agus Condro Sebagai Justice Collaborrator
Pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan seorang whistleblower atau justice collaborator secara tegas diatur pertama kali dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 di mana hakim diminta untuk memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai justice collaborator tersebut. SEMA No. 04 Tahun 2011 menggunakan istilah “Pelapor Tindak Pidana” sebagai padanan istilah whistleblower dan “Saksi Pelaku yang Bekerjasama” sebagai padanan istilah justice collaborator. Selain itu, pedoman untuk menentukan apakah seseorang merupakan seorang whistleblower atau justice collaborator juga diatur dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diterapkan pada orang-orang seperti Agus Condro yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang justice collaborator, serta dapat memberikan berbagai bentuk perlindungan selain keringanan hukuman kepada yang bersangkutan. Hanya saja, kedua peraturan ini baru lahir beberapa bulan setelah dijatuhkannyan hukuman pada Agus Condro dan kawan-kawan, yaitu pada bulan Agustus dan Desember 2011.[footnoteRef:114] [114:  Maria Yudithia Bayu Hapsari, Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Depok, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012)] 

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011, untuk dapat disebut sebagai justice collaborator, yang bersangkutan haruslah:
1. merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, dan lain-lain, namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut; 
2. mengakui kejahatan yang dilakukannya; dan 
3. memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.[footnoteRef:115] [115:   Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, op.cit., butir 9 huruf a.] 

Selain itu, dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 juga diuraikan beberapa bantuan yang harus diberikan oleh seorang justice collaborator untuk dapat diberikan perlakuan khusus dari Majelis Hakim. Dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh seorang justice collaborator haruslah secara signifikan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut yang peranannya lebih besar dan/atau mengembalikan hasil/aset tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum diberikan peranan untuk menyatakan dalam surat tuntutannya apabila yang bersangkutan telah memberikan bantuan-bantuan tersebut.
Untuk dapat dinyatakan sebagai seorang justice collaborator, Agus Condro harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas. Syarat pertama, Agus Condro harus merupakan pelaku dalam tindak pidana serius dan/atau terorganisir, namun bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Agus Condro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilarang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ini Agus Condro merupakan salah satu orang yang turut serta (medepleger) bersama keempat terdakwa lainnya, yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, Poltak Sitorus, dan Williem Max Tutuarima. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik pemberi maupun penerima suap sama-sama akan dipidana.
Agus Condro merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, yaitu tindak pidana korupsi, namun ia bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Agus Condro memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 11 undang-undang tersebut sebagai orang yang turut serta sehingga ia dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Memang dalam KUHP sendiri tidak dikenal istilah “ pelaku utama” atau “bukan pelaku utama” dalam suatu penyertaan tindak pidana. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa di balik penerimaan uang yang dilakukan oleh Agus Condro dan rekan-rekannya, masih ada subyek-subyek lain yang lebih besar peranannya dalam tindak pidana korupsi ini, yaitu orang yang memberikan suap dan menyediakan dana untuk suap tersebut. Subyek ini dapat diartikan sebagai “pelaku utama” yang dimaksud. Mengenai siapa pendonor dana tersebut hingga saat ini masih belum terungkap. Miranda Gultom, pihak yang menurut fakta-fakta persidangan menjadi puncak dari tindak pidana ini di mana dana tersebut mengalir karena kemenangannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pada saat penulisan ini masih berstatus sebagai tersangka.
Syarat selanjutnya untuk dapat disebut sebagai justice collaborator adalah pengakuan dari yang bersangkutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sejak tahun 2008 hingga ia disidang sebagai terdakwa pada tahun 2011, Agus Condro selalu mengakui bahwa dirinya adalah salah satu orang yang menerima suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut.
Pengakuannya ini tidak hanya diberikannya saat duduk menjadi terdakwa saja, namun sudah sejak awal proses penyidikan. Bahkan pengakuannya ini diberikannya saat duduk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam beberapa persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober dan 5 November 2008 dalam kasus YPPI dengan terdakwa Hamka Yandhu, serta pada tanggal 19 Maret 2010 dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan terdakwa Dudhi Makmun Murod. Dalam kedua persidangan tersebut, Agus duduk sebagai saksi dan memberikan keterangan bahwa ia pernah menerima TC BII sebesar Rp 500.000.000,00 melalui tangan Dudhi Makmun Murod usai pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004-2009. Dengan telah mengakui tindak pidana yang dilakukannya serta duduk sebagai saksi di persidangan, Agus Condro telah memenuhi kriteria orang yang dapat disebut s Untuk dapat diberikan perlakuan khusus sebagai justice collaborator berupa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya dan/atau penjatuhan pidana percobaan bersyarat oleh Majelis Hakim, Agus Condro juga harus memberikan bantuan-bantuan yang dimaksud dalam butir 9 huruf b SEMA No. 04 Tahun 2011. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh seorang justice collaborator haruslah secara signifikan dapat membantu mengungkap tindak pidana tersebut. Bantuan tersebut harus dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut yang peranannya lebih besar dan/atau mengembalikan hasil/aset tindak pidana tersebut. Jaksa Penuntut Umum memang tidak menyatakan secara eksplisit mengenai bantuan yang diberikan oleh Terdakwa I Agus Condro yang secara signifikan telah membantu pengungkapan tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 ini. Jika melihat beratnya tuntutan pidana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa Agus Condro memiliki peranan penting dalam pengungkapan sehingga Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut agar Agus Condro dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Tuntutan penjara ini lebih ringan 6 bulan daripada tuntutan terhadap Williem Max yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan, serta Max Moein dan Rusman Lumban Toruan yang masing-masing dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan. Dengan demikian, sesungguhnya Agus Condro telah dapat memperoleh perlakuan khusus sebagai seorang justice collaborator dari Majelis Hakim menurut SEMA No. 04 Tahun 2011.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seorang justice collaborator selain dapat memperoleh perlakuan khusus dari Majelis Hakim yang diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, yang bersangkutan juga dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan jika memenuhi definisi Saksi Pelaku yang Bekerjasama dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama tidak menggunakan istilah whistleblower dan justice collaborator, melainkan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Saksi Pelaku yang Bekerjasama menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Dalam pengertian Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam konteks ini haruslah berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 yang dengan tegas menggunakan frasa “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama”. Fakta bahwa Agus Condro adalah seorang pelaku didapatkan sebelum ia diberikan status sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi setelah ia menjadi saksi dalam penyidikan dan persidangan Hamka Yandhu dan Dudhi Makmun Murod. Agus Condro akhirnya baru ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2011 setelah ia menjadi saksi dalam penyidikan tersangka Dudhi Makmun Murod.
Pada tahun 2008 Agus Condro bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi di Komisi IX DPR RI yang terjadi pada empat tahun sebelumnya, yaitu tahun 2004. Ia menjadi saksi dalam penyidikan kasus korupsi dalam Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dengan tersangka Hamka Yandhu dan kemudian melaporkan kasus korupsi dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia secara terpisah. Kesediannya untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini juga dibuktikannya dengan menjadi saksi dalam penyidikan dan persidangan Dudhi Makmun Murod, rekannya di Komisi IX DPR RI yang dalam kasus ini memberikan TC BII kepadanya. Tidak hanya itu, Agus Condro juga mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen Teluk Intan, Jakarta Utara kepada penyidik KPK. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Agus Condro pada dasarnya telah memenuhi definisi seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Agus Condro dapat memperoleh berbagai bentuk perlindungan asalkan ia memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Syarat-syarat dalam pasal ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pedoman yang diberikan SEMA No. 04 Tahun 2011 dalam menentukan seseorang sebagai justice collaborator. Untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang bersangkutan harus mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir, memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal, bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan asset hasil tindak pidana yang diperolehnya yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis, serta mendapat ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman fisik atau psikis terhadap dirinya atau keluarganya.
Agus Condro telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, kecuali beberapa hal yang bersifat teknis karena pada saat itu peraturan ini memang belum lahir. Pertama, Agus Condro telah mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir di mana berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya. Kedua, keterangan yang diberikan Agus Condro secara signifikan telah membantu aparat penegak hukum di mana berkat kesaksiannya dalam persidangan Dudhi Makmun Murod, penyidik KPK dapat menetapkan 26 nama anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Golkar, dan PPP yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Informasi yang diberikannya ini relevan dan andal karena hal yang diungkap adalah salah satu bagian penting dari rangkaian kasus ini, yaitu keterlibatan para anggota DPR RI sebagai penerima suap tersebut.
Ketiga, Agus Condro bukan pelaku utama tindak pidana ini. Ia memang terbukti menerima TC BII senilai Rp 500.000.000,00 sebagai imbalan telah memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kemudian, dari fakta-fakta persidangan Agus Condro (perkara No. 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST) terungkap bahwa uang tersebut diberikan oleh Nunun Nurbaeti yang dititipkannya kepada Arie Malangjudo untuk diberikan kepada Dudhi Makmun Murod yang kemudian dibagikan kepada anggota Komisi Keuangan DPR RI pada saat itu, termasuk Agus Condro. Mengenai siapa pendonor dana tersebut hingga saat ini masih belum terungkap. Miranda Gultom, pihak yang menurut fakta-fakta persidangan menjadi puncak dari tindak pidana ini di mana dana tersebut mengalir karena kemenangannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pada saat penulisan ini masih berstatus sebagai tersangka. Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi oleh Agus Condro untuk mendapatkan perlindungan adalah kesediaan pengembalian asset hasil tindak pidana juga telah dilakukan Agus Condro. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Agus Condro telah mengembalikan aset hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik KPK. Hanya saja, kesediaan tersebut tidak dinyatakan dalam suatu pernyataan tertulis karena pada saat itu belum ada peraturan yang mengharuskan demikian.
Kemudian, syarat terakhir adalah adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis akibat pengungkapan yang dilakukannya tersebut. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak hanya mengharuskan bahwa ancaman tersebut nyata terjadi, tetapi juga saat muncul kekhawatiran bahwa ancaman tersebut akan terjadi. Pada saat itu Agus Condo dikhawatirkan akan menghadapi ancaman-ancaman karena ia sendirian melawan rekan-rekannya di DPR RI. Tidak hanya sesama anggota saja yang dilawannya, tetapi juga petinggi-petinggi DPR RI dan pengusaha-pengusaha yang tentunya memiliki kekuatan besar untuk menekannya. Secara psikis dan finansial Agus Condro juga sudah mengalami tekanan dengan diberhentikannya ia dari keanggotaan DPR RI pada tahun 2008 dengan alasan telah mencemarkan nama baik dan melanggar disiplin.
Dengan telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka Agus Condro berhak memperoleh perlindungan sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Hal menarik selanjutnya dari keberadaan Agus Condro Prayitno dalam kasus ini adalah pendapat-pendapat yang menganggapnya sebagai seorang whistleblower dan justice collaborator. Penasihat hukum Agus Condro, baik dalam nota pembelaannya dalam persidangan maupun C hadapan media massa, menyatakan bahwa Agus Condro adalah seorang whistleblower yang mengungkap kasus suap ini di mana status tersebut layak untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana. Jika menilik isi ketentuan SEMA No. 04 Tahun 2011, yang dimaksud dengan whistleblower atau “Pelapor Tindak Pidana” adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2011 dan bukan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya tersebut. Hal utama yang membedakan whistleblower dengan justice collaborator menurut SEMA No. 04 Tahun 2011 adalah keterlibatan subyek tersebut dalam tindak pidana yang dilaporkannya itu. Seorang whistleblower mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir kepada penegak hukum, namun ia bukanlah pelaku dari tindak pidana tersebut. Apabila orang yang mengetahui tindak pidana ini bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan informasi dan kesaksiannya, serta pada saat yang bersamaan ia juga merupakan pelaku tindak pidana tersebut, maka ia bukanlah whistleblower, melainkan justice collaborator.
Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Agus Condro juga tidak tepat apabila disebut sebagai whistleblower. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak menggunakan istilah whistleblower dan justice collaborator, melainkan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pelapor berbeda dengan Saksi Pelapor di mana Pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sedangkan Saksi Pelapor melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang. Agus Condro dapat saja dikualifikasikan sebagai Saksi Pelapor karena ia melihat, mendengar, mengalami, serta terkait dengan tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 ini. Ia juga melaporkan kasus ini kepada penyidik KPK agar segera dtindaklanjuti. Dalam kasus ini Agus Condro tidak hanya sekedar “terkait”, tetapi ia juga melakukan tindak pidana tersebut sebagai seorang pelaku.
Agus Condro lebih tepat dikategorikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama karena ia tidak hanya “terkait”, tetapi juga “pelaku” tindak pidana tersebut. Ia menerima TC BII sejumlah Rp 500.000.000,00 dari Nunun Nurbaeti melalui tangan Dudhie Makmun Murod sebagai imbalan karena telah memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004 - 2009. Fakta bahwa ternyata Agus Condro merupakan salah satu pelaku tindak pidana ini awalnya diketahui dari inti laporan dan kesaksiannya dalam penyidikan kasus YPPI di mana ia mengakui bahwa ia pernah menerima uang tersebut dari Dudhi Makmun Murod dan uang tersebut telah habis dibelikannya mobil dan apartemen. Dalam persidangan terdakwa Dudhi Makmun Murod pun Agus Condro sebagai saksi menerangkan bahwa Dudhi pernah memberikannya TC BII dan uang tersebut telah ia terima. Pokok dari pengakuan tersebut adalah bahwa Agus merupakan salah satu penerima aliran dana tersebut di mana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri yang menerima imbalan yang diberikan karena kewenangannya merupakan pelaku tindak pidana korupsi.

b) Perlakuan Khusus dan Perlindungan yang Didapatkan oleh Agus Condro 
1. Perlakuan Khusus Berupa Pemberian Keringanan Pidana
Pada tanggal 16 Juni 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya atas Agus Condro Prayitno dan kawan-kawan dalam perkara No. 14/PID.B.TPK/2011/ PN.JKT.PST. Perkara ini merupakan lanjutan dari kasus tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 dengan Terdakwa I Agus Condro, Terdakwa II Max Moein,
Terdakwa III Rusman Lumban Toruan, Terdakwa IV Poltak Sitorus (hak menuntut kepadanya gugur karena yang bersangkutan telah meninggal dunia), dan Terdakwa V Williem Max Tutuarima. Terdakwa I, II, III, dan V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua. Keempat terdakwa tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001[footnoteRef:116] jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Mereka terbukti sebagai anggota DPR RI yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Para terdakwa secara bersama-sama menerima hadiah dari Nunun Nurbaeti melalui Dudhi Makmun Murod berupa TC BII masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai imbalan karena telah memilih Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004-2009. [116:  Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN 134/2001, TLN 4150, Pasal 11. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau imbalan, padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.] 

Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Agus Condro yang lebih rendah dari ketiga terdakwa lainnya, yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan seperti ketiga terdakwa lainnya, pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
Pidana penjara yang diterima Agus Condro lebih ringan daripada ketiga terdakwa lainnya, yaitu Max Moein dan Rusman Lumban Toruan yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta Williem Max Tutuarima selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan walaupun hanya selisih beberapa bulan. Padahal dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keempat terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang yang turut serta (medepleger) yang berarti keempat terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan yang didakwakan. Semua terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan atau semua unsur dari tindak pidana tersebut dengan peran yang sama besarnya.
Pada saat dijatuhkannya pidana kepada Agus Condro dan kawan-kawan, yaitu pada Juni 2011, belum ada peraturan yang mengatur mengenai penanganan atau perlakuan terhadap whistleblower ataupun justice collaborator di Indonesia. Pada saat itu hanya ada satu ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk meringankan pidana bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama, yaitu ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006. Pasal ini mengatur bahwa terhadap saksi yang juga tersangka tindak pidana yang sama tetap dapat dikenakan penuntutan, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Banyak pihak yang memandang bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tidak dapat melindungi subyek-subyek seperti Agus Condro karena frasa “kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan” hanya bersifat fakultatif dan tidak mengikat hakim.[footnoteRef:117] [117:  Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, op.cit., hlm. 21.] 

Agus Condro adalah saksi yang juga pelaku dalam tindak pidana dimana ia menjadi saksi, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana kepada Agus Condro, Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan dalam  Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006. Tetapi Majelis Hakim tetap menilai Agus Condro sebagai subyek yang layak mendapat keringanan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut walaupun tidak secara eksplisit diungkapkan dalam pertimbangannya. Dalam memberikan pidana yang lebih ringan kepadanya, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan pribadi, yaitu sifat baik dan jahat dari Agus Condro sebagai terdakwa. Hal tersebut diwajibkan oleh Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk dipertimbangkan hakim dalam menentukan pemidanaan. Majelis Hakim melihat tidak ada hal yang memberatkan atau sifat jahat, tetapi hanya terdapat hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa.
Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan pidana kepada Agus Condro adalah nota pembelaan Tim Penasihat Hukum Agus Condro yang secara yuridis tidak membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan Agus Condro sebagai whistleblower yang mengungkap perkara suap ini. Pledooi tersebut juga didukung dengan surat dari LPSK tanggal 27 Mei 2011 yang intinya menyangkut keringanan hukuman. Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan pula tindakan sukarela dari Agus Condro pada tahap penyidikan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyerahkan satu unit apartemen Teluk Intan di Jakarta Utara yang dibelinya dari hasil pencairan TC BII yang diberikan oleh Dudhi Makmun Murod. Hal penting lainnya yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim adalah sikap mau bekerja sama dari Agus Condro yang tertuang dalam alat bukti keterangan terdakwa Agus Condro di mana ia mengakui perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan siap menerima pidana dari Majelis Hakim.
Jika membandingkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan antara keempat terdakwa, maka dapat dilihat bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, penyesalan dari terdakwa dan tindakan terdakwa untuk menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan kepada aparat penegak hukum (yang dalam hal ini adalah penyidik KPK) merupakan hal- hal yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Dapat dilihat dalam putusan tersebut bahwa Agus Condro dan Williem Max Tutuarima dianggap tidak memiliki hal-hal yang memberatkan, sedangkan Max Moein dan Rusman, Lumban Toruan dianggap memiliki hal-hal yang memberatkan karena mereka tidak menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK. Max Moein juga dianggap memiliki hal memberatkan lain, yaitu tidak menyesali perbuatannya.
Hal menarik lainnya yang dapat dilihat dalam putusan ini adalah bahwa tidak hanya Majelis Hakim yang berperan dalam memberikan keringanan pidana kepada Agus Condro atas kerja samanya dengan penegak hukum, tetapi juga Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat tuntutannya dalam perkara No. 14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT. PST, Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan secara eksplisit mengenai bantuan yang diberikan oleh Terdakwa I Agus Condro yang secara signifikan telah membantu pengungkapan tindak pidana korupsi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 ini. Jika melihat tuntutan pidana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa Agus Condro memiliki peranan penting dalam pengungkapan kasus ini melalui tindakan-tindakannya yang menunjukkan niatan untuk bekerjasama dengan penegak hukum. Atas sikapnya itu, Jaksa Penuntut Umum memandang Agus Condro layak untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan daripada ketiga terdakwa lainnya.
Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut agar Agus Condro dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dan denda Rp 50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Tuntutan penjara ini lebih ringan 6 bulan daripada tuntutan terhadap Williem Max yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun dikurangi masa tahanan, serta Max Moein dan Rusman Lumban Toruan yang masing-masing dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut dijatuhinya pidana tambahan kepada Max Moein dan Rusman Lumban Toruan berupa perampasan uang dan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau kekayaan yang senilai dengan hasil kejahatan tersebut, yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000.000,00 yang ada pada diri terdakwa tersebut dan keluarganya.
Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana tambahan ini haruslah ditolak karena hukuman yang setimpal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup bagi diri kedua terdakwa. Menurut Majelis Hakim, pengembalian uang secara sukarela dari Agus Condro dan Williem Max merupakan hak terdakwa demi kepuasan batin dan jiwanya dan juga telah dijadikan hal-hal yang meringankan dari Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidananya. Majelis Hakim menilai bahwa tidak dilakukannya pengembalian uang hasil tindak pidana oleh Max Moein dan Rusman Lumban Toruan merupakan hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana. Oleh karena itu terhadap Max Moein dan Rusman Lumban Toruan tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan.
Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telah menuntut diberikannya keringanan pidana yang signifikan kepada Agus Condro, namun keringanan pidana yang dijatuhkan kepada Agus Condro sebagai justice collaborator tidak jauh berbeda dari ketiga rekannya. Lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atas Agus Condro lebih ringan 6 bulan daripada Williem Max Tutuarima yang dalam tahap penyidikan telah mengembalikan uang hasil tindak pidana kepada penyidik KPK, serta lebih ringan 1 tahun daripada Max Moein dan Rusman Lumban Toruan. Pada akhirnya lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Agus Condro hanya berbeda hanya berbeda 3 bulan dari Williem Max Tutuarima, serta 5 bulan dari Max Moein dan Rusman Lumban Toruan.
Kesenjangan pidana yang dijatuhkan antara keempatnya tidak jauh berbeda padahal peranannya dalam pengungkapan kasus ini sangat berbeda. Dalam persidangan tersebut, Agus Condro telah mengakui perbuatannya dan bahkan tidak membantah tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara yuridis. Ia juga telah menyerahkan uang yang diperolehnya dari kejahatan ke negara melalui KPK, yaitu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara dan menyerahkan 1 (satu) buah apartemen berikut dokumen kepemilikannya, serta pernah menjadi pelapor sehingga kasus ini dapat terungkap merupakan hal-hal yang dapat meringankan pemidanaannya. Hal- hal tersebut dilihat Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan pemidanaan atas Agus Condro dan bahkan tidak ada hal memberatkan pada diri Agus Condro yang dilihat oleh Majelis Hakim. Di luar fakta persidangan pun dapat dilihat bagaimana pada akhirnya Agus Condro akhirnya dikeluarkan dari keanggotaan DPR RI akibat laporan dan kesaksiannya selama ini.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Agus Condro ini tidak hanya kurang signifikan jika dibandingkan dengan ketiga rekannya yang duduk sebagai terdakwa bersamanya saja, tetapi juga dengan anggota DPR RI lainnya yang juga dipidana atas keterlibatannya dalam kasus ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Juni 2011 juga telah menjatuhkan putusan kepada 4 politisi PDI-P lainnya dalam kasus yang sama dengan Agus Condro, yaitu Ni Luh Mariani Tirta Sari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes. Sama seperti Agus Condro dan kawan-kawan, keempat politisi ini juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kepada mereka, Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tidak jauh berbeda dengan Agus Condro, yaitu masing-masing pidana penjara 1 tahun 5 bulan dan denda Rp 50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan.
Panda Nababan, Sekretaris Fraksi PDI-P yang meminta Dudhi Makmun Murod menemui Arie Malangjudo untuk menerima titipan uang dari Nunun Nurbaeti dan menyuruhnya untuk membagikan uang tersebut kepada 17 anggota Komisi IX dari Fraksi PDI-P lainnya, juga dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 5 bulan. Pidana yang tidak jauh lebih berat dari Agus Condro ini juga dirasakan oleh 10 anggota DPR RI dari Fraksi Golongan Karya yang juga terlibat dalam korupsi ini. Paskah Suzetta dan kesembilan rekannya dari Fraksi Golongan Karya dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 50.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan pada tanggal 17 Juni 201l.[footnoteRef:118] Hukuman tersebut hanya berbeda 1 bulan dengan Agus Condro yang perannya dalam tindak pidana ini tidak jauh berbeda dengan para terpidana tersebut, tetapi peranannya dalam mengungkap kasus ini sungguh jauh berbeda. [118:   s.n., “10 Politisi Golkar Batal Bebas”, http://haluankepri.com/news/nasional/19910-10-politisi-golkar-batal-bebas-.html, diunduh pada tanggal 31 Mei 2012. Lihat pula s.n., “Politisi Golkar Diadili”, http://www.suarapembaruan.com/home/politisi-golkar-diadili/5385, diunduh pada tanggal 28 Februari 2014. ] 


c) Perlindungan-Perlindungan Lain yang Diberikan kepada Agus Condro.
Sebagai seorang Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Agus Condro berhak mendapatkan berbagai bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Perlindungan tersebut adalah perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, serta penghargaan. Agus Condro mendapatkan beberapa bentuk perlindungan yang kini telah diakomodasi oleh Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama walaupun pada saat itu Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama belum lahir. Selain pemidanaan yang paling ringan di antara terdakwa lainnya oleh hakim, Agus Condro mendapatkan berbagai perlindungan lain, yaitu perlindungan fisik dari LPSK, pemisahan tempat penjara dari terpidana lain, dan pembebasan bersyarat oleh Menteri Hukum dan HAM. Perlindungan-perlindungan tersebut tentu saja tidak diberikan dengan berdasar pada Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, namun diberikan oleh aparat penegak hukum tetap dengan mempertimbangkan perannya sebagai berikut ini adalah uraian mengenai perlindungan-perlindungan yang sudah diperoleh Agus Condro atas peranannya dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004: 
1. Perlindungan Fisik
Perlindungan fisik yang didapatkan Agus Condro selama ini diberikan oleh LPSK setelah diputuskan oleh paripurna LPSK pada tanggal 15 Maret 2011. Menurut Tenaga Ahli Bidang Hukum Diseminasi dan Hubungan Masyarakat LPSK Maharani Siti Shopia, yang bersangkutan mendapatkan beberapa perlindungan, baik perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, maupun pendampingan jika diperlukan.[footnoteRef:119] Anggota LPSK, Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Teguh Soedarsono menyatakan bahwa selama ini LPSK telah memberikan perlindungan fisik berupa tindakan pengamanan dan pengawalan di mana LPSK telah melakukan pendampingan dalam proses persidangan sebanyak lebih dari 13 kali.[footnoteRef:120] Perlindungan ini diberikan LPSK dengan berkoordinasi dengan KPK.[footnoteRef:121]  [119:  Syamsul Mahmudin, “LPSK Berikan Perlindungan pada Agus Condro”,  http://www.   forumkeadilan.com/hukum.php?tid=163, diunduh pada tanggal 14 Maret 2014.]  [120:  s.n.,“Si “Peniup Pluit”, Agus Condro Dalam Perlindungan LPSK”,      http://www.komhukum.com/kriminal-feed-9075, diunduh pada tanggal 6 Maret 2014.]  [121:   Syamsul Mahmudin, “LPSK Berikan Perlindungan pada Agus Condro”, loc.cit.] 

Pemberian perlindungan fisik oleh LPSK kepada Agus Condro tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006. Pasal tersebut menguraikan apa saja hak-hak yang dapat diperoleh seorang saksi yang dua di antaranya adalah bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, serta berhak memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam memberikan persetujuan untuk memberikan hak-hak tersebut, berdasarkan Pasal 28 undang-undang ini LPSK harus mempertimbangkan beberapa syarat, yaitu: a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Adapun data mengenai isi pertimbangan LPSK ini tidak dapat diakses oleh masyarakat umum karena sifat kerahasiaan perlindungan oleh LPSK. 
2. Pemisahan Tempat Penjara dari Terpidana Lainnya.
Dalam kasus ini, Agus Condro mendapatkan pemisahan penjara dengan terpidana lainnya setelah ia mengajukan permohonan kepada KPK agar ia tidak dipenjara di Jakarta dan tidak disatukan dengan terpidana kasus yang sama.[footnoteRef:122] Sesuai dengan permohonannya, ia diizinkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk dapat menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Rawa Belang, Alasroban, Jawa Tengah agar keluarganya dapat dengan mudah menjenguknya.[footnoteRef:123] Eksekusi penempatannya pun telah dilakukan KPK pada tanggal 2 Agustus 2011.[footnoteRef:124] Permintaan persetujuan ini diajukan oleh Agus Condro kepada KPK sebagai penuntut umum yang melakukan eksekusi pidana. Bentuk perlindungan seperti ini telah diakomodasi dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3), salah satu dari lima bentuk penanganan secara khusus yang berhak didapatkan Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap. Penanganan secara khusus ini berdasarkan Pasal 9 diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya, yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim. Apabila diterapkan pada Agus Condro, persetujuan ini seharusnya dimintakan kepada hakim sebelum putusan dijatuhkan agar dimasukkan ke dalam amar putusan hakim. Jika baru dimintakan setelah putusan dijatuhkan, maka dapat diajukan kepada penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan.  [122:  s.n., “Agus Condro Kirim Surat ke KPK”, loc.cit.]  [123:  Ratih P. Sudarsono dan Marcus Suprihadi, loc.cit.]  [124:  Ratih P. Sudarsono dan Robert Adhi Kusumaputra, loc.cit.] 

3. Remisi dan Pembebasan Bersyarat
Pada tanggal 17 Agustus 2011, Agus Condro mendapatkan penghargaan berupa remisi sebesar 1 bulan 15 hari. Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan bentuk remisi umum. Remisi umum ini berdasarkan Pasal 4 ayat (1) akan diberikan sebesar 1 bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 6 sampai 12 bulan atau sebesar 2 bulan bagi Narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 bulan atau lebih. Remisi, baik berbentuk remisi umum, remisi khusus atau remisi tambahan dapat diberikan kepada setiap Narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.[footnoteRef:125] [125:   Indonesia, KEPPRES No. 174 Tahun 1999, op.cit.,Pasal 1.] 

Pada saat diberikan remisi, Agus Condro sudah menjalani masa pidananya selama 6 bulan, yaitu sejak masa penahanannya yang dimulai pada tanggal 28 Januari 2011 hingga 17 Agustus 2011. Pada saat itu Kementerian Hukum dan HAM sedang gencar melakukan pengetatan terhadap pemberian remisi dan pembebasan bersyarat pada narapidana korupsi, terorisme, dan narkotika walaupun dilihat dari waktunya ia sudah berhak mendapatkan remisi. Menurut Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pengetatan ini dapat mengecualikan narapidana-narapidana tindak pidana tersebut yang memenuhi kriteria sebagai justice collaborator, seperti Agus Condro. 
 Menurutnya Agus Condro memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator, yaitu 1) memberikan informasi yang akurat dan informasi tersebut terbukti di persidangan, 2) bekerja sama, yaitu mengakui kesalahan dan mengembalikan uang hasil korupsinya, dan 3) oleh LPSK Agus Condro ditetapkan sebagai whistleblower dan justice collaborator.[footnoteRef:126] [126:   s..n., “Wamenkum HAM: Kontrol Ketat, Bukan Obral Remisi dan Pembebasan Bersyarat”, http://bpsdm.kemenkumham.go.id/component/content/article/43-berita-hukum-dan-ham/416-wamenkum-ham-kontrol-ketat-bukan-obral-remisi-dan-pembebasan-bersyarat-, diunduh pada tanggal 1 Maret 2014.] 

Tidak hanya itu, Agus Condro juga mendapatkan penghargaan berupa pembebasan bersyarat dari Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 26 Oktober 2011. Agus Condro diberikan pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat substantif dan administratif yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Salah satu syarat substantif tersebut adalah bahwa yang bersangkutan harus telah menjalani 2/3 dari masa pidananya yang mana 2/3 masa pidana itu tidak kurang dari 9 bulan.[footnoteRef:127] Agus Condro dipidana penjara selama 15 bulan dan telah dipotong remisi sebesar 1 bulan 15 hari sehingga masih tersisa masa pidana 13 bulan 15 hari lagi. Dua pertiga dari 13 bulan 15 hari tersebut adalah selama 9 bulan. Perhitungan masa pidana ini berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri tersebut dapat dimulai sejak masa penahanan di mana Agus Condro telah menjalani masa tahanannya sejak Januari 2011. Dengan demikian, dilihat dari masa menjalankan pidananya Agus Condro telah dapat diberikan pembebasan bersyarat. [127:  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PERMEN No.M.HH- 02.PK.05.06 TAHUN 2010, op.cit.,Pasal 5, 6, dan 7.] 

Alasan pemberian pembebasan bersyarat ini tidak hanya didasarkan pada jangka waktu pemidanaan yang sudah dilakukan Agus Condro saja. Menurut Denny Indrayana, pembebasan bersyarat yang lebih cepat dari terdakwa lainnya dalam kasus yang sama itu merupakan bentuk penghargaan negara kepada whistleblower seperti Agus, sekaligus menjadi pesan moral bagi masyarakat untuk mau membongkar kasus korupsi.[footnoteRef:128] Jadi, alasan utama dari pemberian pembebasan bersyarat ini adalah semangat pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran serta dari masyarakat. [128:  s.n., “Bebas Bersyarat Agus Condro, Penghargaan bagi Whistleblower”, loc.cit.] 

Jika Peraturan Bersama tentang Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama sudah diterapkan pada kasus ini, maka perlindungan seperti remisi dan pembebasan bersyarat ini juga dapat diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dinyatakan bahwa terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang berstatus sebagai narapidana dapat diberikan penghargaan berupa remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, remisi tambahan dapat ditambahkan pada remisi umum atau remisi khusus apabila yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.[footnoteRef:129] Besarnya remisi tambahan bagi Narapidana atau Anak Pidana yang berbuat jasa kepadanegara adalah ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.[footnoteRef:130] [129:  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PERMEN No.M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010, op.cit, Pasal 3.]  [130:  Ibid, Pasal 6. Besarnya remisi umum diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:
Besarnya remisi umum adalah :
1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :
pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat bulan;
pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.] 

Agus Condro dapat diberikan remisi tambahan karena ia telah berjasa kepada negara dalam mempertahankan kelangsungan negara dengan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi.[footnoteRef:131] Tindak pidana korupsi dalam kasus ini tidak merugikan keuangan negara, namun hal tersebut tetaplah merupakan suatu extraordinary crime yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, terutama karena yang menjadi pelakunya adalah pejabat negara yang seharusnya mewakili rakyat, yaitu DPR RI. Tindak pidana yang terorganisir yang melibatkan puluhan anggota DPR RI Periode 1999-2004 ini telah terjadi pada tahun 2004. Namun karena ikatan yang kuat di antara para pelakunya, serta semangat kepegawaian atau esprit de corps dalam DPR RI, maka hingga tahun 2008 negara baru dapat mengungkap kasus ini melalui jasa dari Agus Condro. [131:  Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 TAHUN 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Pasal 1 angka 6. Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada negara adalah jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan negara.] 

Dengan berbuat jasa terhadap negara, Agus Condro dapat diberikan remisi tambahan pada remisi umum yang telah didapatkannya. Menurut Peraturan Bersama tentang Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, remisi tambahan ini diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan yang mengatur mengenai besarnya remisi tambahan ini, yaitu KEPPRES No. 174 Tahun 1999, besarnya remisi tambahan kepada narapidana yang berbuat jasa terhadap negara adalah ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Remisi umum baru diberikan apabila yang bersangkutan telah menjalani pidana 6 hingga 12 bulan atau lebih dari 12 bulan penjara. Dengan demikian, walaupun remisi tambahan tersebut diberikan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan seorang justice collaborator, namun tetap harus mengikuti perhitungan waktu menjalankan pidana yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999.

4. Perlindungan-Perlindungan Lain dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang Dapat Diberikan kepada Agus Condro
Selain bentuk-bentuk perlindungan di atas, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama juga memberikan kesempatan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK untuk memberikan keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan.[footnoteRef:132] Jika permohonan ini dikabulkan, maka Jaksa Agung atau Pimpinan KPK wajib menyatakannya dalam tuntutannya agar hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.[footnoteRef:133] Dalam proses persidangan perkara Agus Condro ini, pihak Agus Condro tidak mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung untuk mengajukan tuntutan yang ringan. Namun dalam menangani kasus ini, Jaksa Penuntut Umum telah memiliki pola pikir akan pentingnya penghargaan terhadap justice collaborator. Hal ini dapat dilihat pada petitum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum di mana tuntutan yang diajukan atas Agus Condro lebih ringan daripada ketiga terdakwa lainnya. [132:   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, op.cit., Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (4) huruf a.]  [133:  Ibid, Pasal 10 ayat (2).] 

Jaksa Penuntut Umum memandang Agus Condro layak untuk mendapatkan pidana yang lebih ringan daripada ketiga terdakwa lainnya. Tuntutan penjara terhadap Agus Condro lebih ringan 6 bulan daripada tuntutan terhadap Williem Max, serta lebih ringan 1 tahun dari Max Moein dan Rusman Lumban Toruan. Sangat disayangkan saat melihat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas Agus Condro yang paling ringan di antara semua terdakwa tersebut ternyata berbeda cukup jauh dengan putusan hakim. Pidana yang dijatuhkan atas Agus Condro hanya lebih ringan 3 bulan daripada Williem Max, serta 5 bulan lebih ringan dari Max dan Rusman.
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, hakim bebas dari campur tangan pihak mana pun sehingga tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum memang tidak mengikat hakim. Berkaca dari pengalaman ini, untuk ke depannya akan lebih baik apabila tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan pola pikir perlindungan terhadap justice collaborator dapat menjadi bahan pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan pidana. Untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi justice collaborator harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap Pelaku yang Bekerjasama. Hal ini didukung dengan kelahiran SEMA No, 04 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama tentang Perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat membuat tidak hanya hakim yang berperan dalam menentukan seseorang pantas diberikan keringanan hukuman karena peranannya sebagai justice collaborator.

F. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator di Indonesia Yang Akan Datang
a. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Whistleblower di Indonesia Yang Akan Datang.
UU yang komprehensif mengenai whistleblowing pada umumnya me-miliki definisi yang luas mengenai “kesalahan”. Jenis kesalahan yang umumnya diatur dalam UU meliputi maladministrasi, tindak pidana, bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang akan dianggap dan diakui sebagai whistleblower apabila dengan itikad baik menyerahkan laporan mengenai adanya ‘kesalahan’. Setelah itu lembaga yang berwenang menetapkan dia sebagai whistleblower yang akan dilindungi dari ancaman dan bahaya pembalasan.
Di beberapa negara dengan UU yang komprehensif, mensyaratkan pengungkapan atau whistleblowing dalam suatu organisasi. Laporan dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan per-aturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan. Beberapa negara di Eropa Timur membedakan antara pelaporan korupsi dan pelaporan perbuatan yang tidak etis atau melawan hukum. Di negara lainnya, UU-nya lebih mendorong adanya mekanisme eksternal, seperti lembaga antikorupsi atau lembaga yang bertugas memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi.
a)  Pentingnya Peraturan Terpisah.
Kewajiban untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, korupsi, penipuan atau tindak pidana lainnya merupakan hal yang umum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Perlindungan whistleblower merupakan konsekuensi logis dari kewajiban tersebut.
Namun, belum adanya mekanisme dan perlindungan yang memadai, serta masih lemahnya penegakan hukum, merupakan masalah tersendiri bagi whistleblower. Sebagai pengungkap skandal kejahatan publik, sosok whistleblower nyaris tak memiliki perlindungan hukum.
Terdapat beberapa peraturan yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap whistleblower, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban yang sering dianggap melindungi whistleblower, juga UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai apa dan bagaimana pengungkapan itu dapat dilakukan. Serta bagaimana cara dan mekanisme perlindungan terhadap whistleblower.
Oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah UU yang secara khusus mengatur mengenai whistleblower. UU ini diproyeksikan untuk memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap whistleblower untuk mengungkap suatu ‘kesalahan’ atau penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepentingan publik.
Orang cenderung tak berani mengungkap kejahatan karena takut akan adanya pembalasan, pemecatan, atau pemaksaan untuk mengundur-kan diri dari suatu jabatan tertentu atas tindakan pengungkapannya. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan memiliki UU khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme perlindungan bagi whistleblower.

b) Beberapa Hal yang Harus Diatur dalam UU Whistleblower
Untuk menjadikan praktik pengungkapan atau whistleblowing masuk sebagai hak atau kewajiban, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukkan ke dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai whistleblower, antara lain:[footnoteRef:134] [134:  Abdul Haris Semendawai, et.al. Op.cit, Hlm. 84
] 

1. Prosedur Pengungkapan
Ada sejumlah pilihan mekanisme prosedur pengungkapan adanya tindakan penyalahgunaan, perilaku tidak etis, maupun kegiatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan publik, kesalahan dan perilaku tidak etis yang sudah dipraktekkan. Prosedur tersebut mulai dari layanan hotline yang khusus ditujukan menerima laporan-laporan ataupun secara elektronik, seperti yang dikembangkan KPK.
Beberapa waktu lalu dunia diguncang oleh penyebarluasan informasi rahasia oleh Wikileaks mengenai kejahatan perang Irak hingga isi kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta. Semua informasi yang dirilis oleh situs tersebut terkait dengan kepentingan publik, penyalahgunaan kekuasaan, perilaku tidak etis maupun kegiatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan publik. Namun pembocoran dan pengungkapan tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Wikileaks memang tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukannya.
Artinya, dalam prosedur pengungkapan, penting adanya saluran dan prosedur yang dapat diakses setiap orang untuk mengungkap infor¬masi kejahatan publik, termasuk lembaga yang bertugas untuk menin-daklanjutinya. Selain itu, keberadaan lembaga yang otoritatif tersebut juga untuk memastikan bahwa orang tahu di mana untuk melaporkan dan memahami saluran dan prosedur yang tersedia.
2. Pentingnya Langkah yang Jelas Dalam Tindak Lanjut Pengungkapan
Laporan mengenai tindakan penyalahgunaan, perilaku tidak etis maupun kegiatan yang membahayakan keselamatan dan kepentingan publik harus segera ditanggapi lembaga yang berwenang. Langkah ini guna memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang tersedia ini tidak menimbulkan kebingungan dan frustasi bagi para whistleblower atau orang-orang yang melakukan pengungkapan. Karena apabila pengungkapan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius, justru dapat membahayakan orang-orang yang mengungkap sendiri.
Oleh karenanya, penting untuk membuat dan mencantumkan langkah-langkah yang jelas untuk menindaklanjuti laporan mengenai pengungkapan. Misalnya, bagaimana menerima dan membaca lapo-ran yang diajukan; bagaimana menyelidikinya; siapa yang harus di-mintai informasi dan keterangan berkaitan perkembangan whistle-blowing, bagaimana rekomendasi maupun tindak lanjutnya.
3. Anonimitas dan Pelaporan Rahasia
Selain prosedur dan langkah tindak lanjut, hal penting lainnya untuk menjamin dan memastikan proses pengungkapan berjalan efektif adalah bagaimana menjaga dan melindungi anonimitas pelapor mau-pun pelaporan yang dilakukan secara rahasia, yang tidak mengungkapkan identitas para pengungkap. Sejauhmana anonimitas dan pelaporan secara rahasia itu dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang.
Istilah anonim harus dipahami berkaitan dengan suatu pengungkapan dilakukan melalui saluran yang meyakinkan ada, hubungan dengan orang yang memberikan informasi, seperti informasi yang dikirim tan-pa alamat pengirim, laporan telepon yang tidak bisa dilacak atau email dikirim dari email yang account-nya diblokir.
Anonimitas juga harus dipahami bahwa informasi mengenai identitas whistleblower hanya diketahui oleh penerima pengungkapan, misalnya LPSK atau lembaga yang bertugas melindungi whistleblower, yang me-miliki kewajiban untuk menjaga identitas whistleblower, baik terhadap organisasi atau lembaga tempat dia bekerja, pers maupun masyarakat.
4. Perlindungan
Setelah prosedur dan masalah anonimitas, harus dipertimbangkan bahwa para whistleblower ini harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga yang berwenang. Perlindungan ini sebagai tim-bal balik kewajibannya sebagai warga negara yang mau mengungkap tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Per-lindungan juga perlu diberikan kepada para pengungkap fakta dari kemungkinan pembalasan dari orang, organisasi, lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang telah dilaporkannya. Sehingga, diperlu-kan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap whistleblower dan keluarganya.
Tanpa adanya perlindungan yang memadai, resiko dari suatu pengungkapan bagi whistleblower mungkin akan sangat besar dibandingkan dengan proses pengungkapan itu sendiri.
b.   Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Perlindungan Terhadap Justice Collaborrator di Indonesia Yang Akan Datang.
a) Pengaturan Justice Collaborrator Di Masa Yang Akan Datang
Pasal 32 Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC) dapat menjadi acuan bagaimana saksi, ahli, dan korban serta justice collaborator harus dilindungi keamanan diri dan keluarganya dari pembalasan dan intimidasi. Selain itu yang juga tidak boleh diabaikan,adalah pemberian insentif hukum (reward) kepada para justice collaborator. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan saksi dapat memberikan informasi yang benar dan akurat, dan langkahnya dapat ditiru oleh masyarakat lainnya. Ada persoalan yang cukup mendasar didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yakni ketidakjelasan dan ketidaktegasan atau ambiguitas rumusan saksi dan tersangka yang pada saat bersamaan berstatus sebagai whistle blower atau justice collaborator. Materi muatan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2006 tentang LPSK tersebut berpotensi munculnya polemik hukum dan polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Akibatnya, kepastian hukum dan keadilan menjadi isu mendasar terhadap keberadaan UU No. 13 Tahun 2006 sebagai payung hukum whistle blower dan justice collaborator. Mahkamah Agung berupaya memberikan rujukan yuridis tentang peran whistle blower dan justice collaborator tersebut dalam SEMA no. 4 Tahun 2011. Namun menurut sebagian kalangan, SEMA tersebut justru melahirkan berbagai multitafsir dan problematika hukum baru di dalam pelaksanaannya.
SEMA bersifat mengikat secara internal, maka belum cukup diandalkan sebagai payung hukum bagi konsep justice collaborator dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). SEMA RI sifatnya hanyalah pengaturan sektoral di wilayah pengadilan. Namun tentu hal tersebut perlu diapresiasi sebagai wujud kontribusi dan komitmen para hakim terhadap whistle blower dan justice collaborator.2
Melihat betapa pentingnya peran justice collaborator dalam membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi justice collaborator. Instrumen SEMA dan Peraturan Bersama yang merupakan payung hukum yang mengatur secara khusus mengenai justice collaborator tidak cukup kuat dan jelas dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap justice collaborator, sehingga diperlukan suatu peraturan yang berbentuk undang-undang untuk melengkapi instrumen yang ada, sehingga pengaturan dan perlindungan terhadap justice collaborator dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan. 
Atas dasar hal tersebut maka penetapan seseorang tersangka menjadi justice collaborator seharusnya diatur dalam UU bukan dengan peraturan di bawah UU. Karena penetapan justice collaborator dan hak istimewanya merupakan terobosan hukum terhadap UU 
Dalam RUU Tipikor 2011, justice collaborator telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): ”Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jikaiadapatmembantumengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Pasal 52 ayat (2): ” Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana korupsi, maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya”.
Selain itu juga bisa untuk diakomodir untuk dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Jika melihat dalam RKUHAP yang ada saat ini tidak disebut ketentuan justice collaborator kecuali, saksi mahkota. Walaupun demikian, saksi mahkota telah merepresentasikan justice collaborator. Keberadaan justice collaborator dalam agenda RKUHAP kedepan penting untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia.


b)  Penghargaan (reward) yang Dapat Diberikan Kepada Justice Collaborator
SEMA No. 4 tahun 2011 mengatur bahwa hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada justice collaborator dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
i) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus Pasal 14 (a) dan Pasal 14 (c) KUHP) kecuali undangundang menentukan lain dan/atau 
ii) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.
Dalam Peraturan bersama, justice collaborator mendapatkan hakhaknya seperti tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi:
(1)  Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
       a. perlindungan fisik dan psikis;
       b. perlindungan hukum;
       c. penanganan secara khusus; dan
      d. penghargaan
Penghargaan untuk seseorang yang ditetapkan sebagai justice collaborator terdapat dalam Passal 6 ayat (4) yang berbunyi:
(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
a. keringanan tuntutan hukuman termasuk,  menuntut  hukuman   percobaan; dan/atau
b.  pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai   peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah narapidana.

Selanjutnya Mardjono juga menyampaikan bahwa justice collaborator merupakan tersangka atau terdakwa yang membuka “rahasia atau tabir kasus kejahatan” tetapi bukan karena alasan “terpanggil-moral”, namun dengan harapan akan memperoleh “imbalan” dari Jaksa Penuntut Umum berupa keringana dakwaan dan/atau tuntutan pidana. Oleh karena itu janganlah menamakan dengan istilah “penghargaan”, sebaiknya dengan menggunakan istilah “imbalan”.[footnoteRef:135] [135:   Mardjono Reksodiputro, Beberapa catatan tentang Justice Collaborator dan Bentuk  Perlindungannya, Jakarta, 14 Mei 2013.] 


c)  Formulasi Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap Justice Collaborrator Di Masa Yang Akan Datang.
UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi acuan dasar dalam pemberian perlindungan kepada justice collaborator di Indonesia. Hal ini dikarenakan SEMA dan Peraturan Bersama tidak memberikan pengaturan sama sekali mengenai perlindungan dan penghargaan yang dapat diberikan kepada para justice collaborator. Oleh karena itu, penulis mengusulkan bahwa kebijakan formulasi untuk memberikan perlindungan terhadap ustice collaborator harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan yang akan datang, yaitu yang berbentuk undang – undang.
Terdapat dua mekanisme yang harus diatur dalam pemberian perlindungan terhadap justice collaborator, yaitu mekanisme untuk menetapkan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai justice collaborator atau tidak, serta mekanime untuk menentukan jenis perlindungan maupun reward yang akan diberikan. Mekanisme untuk menetapkan justice collaborator maka institusi yang terlibat adalah Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Komnas HAM, LPSK.
Terdapat dua kondisi yang mungkin dapat terjadi, pertama, inisiatif pelaporan berasal dari justice collaborator. Kedua, inisiatif berasal dari Penegak Hukum. Dua kemungkinan ini tentunya akan memerlukan mekanisme yang berbeda. Dalam hal kondisi yang pertama, maka permohonan dapat diajukan melalui LPSK. LPSK tentunya tidak dapat memutuskan sendiri apakah permohonan layak dikabulkan atau tidak, mengingat yang dapat menentukan apakah informasi, bukti-bukti atau kesaksian yang dimiliki atau akan diberikan oleh para justice collaborator merupakan informasi, bukti atau kesaksian yang memang diperlukan dan dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan adalah Kejaksaan. Dalam hal kondisi yang kedua, maka pemberian perlindungan dapat berupa tawaran dari aparat penegak hukum itu sendiri, baik kepolisian, kejaksaan atau KPK, kepada seorang Tersangka yang diduga memiliki informasi atau bukti yang dapat mengungkap kejahatan yang sedang diusut.[footnoteRef:136] [136:    Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower, hlm. 6] 

Ditengah maraknya permintaan untuk ditetapkan menjadi justice collaborator, para penegak hukum dimungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan calon justice collaborator sebaiknya ketika sebelum jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Berarti setelah. Ditengah maraknya permintaan untuk ditetapkan menjadi justice collaborator, para penegak hukum dimungkinkan untuk melakukan negosiasi dengan calon justice collaborator sebaiknya ketika sebelum jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Berarti setelah BAP penyidik disetjui oleh jaksa, jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan penyidikan lanjutan dan bila ada kesepakatan maka jaksa bersama dengan penyidik Kepolisian atau KPK membongkar lebih lanjut kasus tersebut.[footnoteRef:137] [137:   Mardjono Reksodiputro, Op.Cit] 

Selain tersebut diatas, penulis sepakat dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, menurut Mardjono dikatakan bahwa justice collaborator perlu atau harus medapatkan perlindungan jika justice collaborator ini nanti akan menjadi state/crown witness dan jiwa atau badannya memang terancam secara nyata.[footnoteRef:138] [138:  Ibid] 


BAB IV 
PENUTUP

A. Kesimpulan 
1. Kebijakan formulasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator di Indonesia saat ini  terdapat dalam Pasal 10 Ayat ( 1 ) dan 10 Ayat ( 2 ) Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No. 4 Tahun 2011. Mengenai perlindungan whistleblower juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan HAM, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Implementasi perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborrator di Indonesia sudah cukup baik, Susno Duadji sebagai whistleblower mendapat reward berupa tindakan pelaporan kasus pajak olehnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dan mendapat perlindungan dari LPSK, Begitu juga dengan Agus Condro yang mendapat perlindungan dari LPSK berupa melaksanakan hukuman penjara tidak di Jakarta melainkan di LP Alas Roban Batang.
3. Kebijakan formulasi perlindungan whistleblower dan justice collaborrator yang akan datang, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan memiliki UU khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme perlindungan bagi whistleblower dan justice collaborrator. Menurut Abdul Harris Semendawai selaku Ketua LPSK terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukkan ke dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai whistleblower, antara lain:
a. Prosedur pengungkapan
b. Pentingnya langkah yang jelas dalam prosedur pengungkapan
c. Menjaga kerahasiaan identitas pelaku dan pelaporan rahasia
d. Perlindungan
Lebih lanjut mengenai justice collaborator, Melihat betapa pentingnya peran justice collaborator dalam membantu aparat penegak hukum membongkar dan memberantas tindak pidana korupsi maka diperlukan payung hukum yang kuat dalam mengatur dan melindungi justice collaborator. Selain itu, tak boleh diabaikan pula adalah pemberian insentif hukum (reward) kepada para justice collaborator. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan para justice collaborator dapat memberikan informasi yang benar  dan akurat, dan langkahnya dapat ditiru oleh masyarakat lainnya.

B. Saran 
1. Peran penting perlindungan saksi dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dari sistem peradilan pidana semakin diakui. Oleh karenanya dalam implementasi pelaksanaannya, perlindungan saksi sebagai sebuah sistem diperlukan kerjasama dan keselarasan langkah berdasar peraturan perundang – undangan dari semua komponen sub sistem yang berwenang melaksanakannya. Penghargaan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam wujud pemberian imunitas terhadap tuntutan atas laporan yang kejahatan yang dilaporkannya maupun dakam bentuk pengurangan hukuman, untuk lebih diapresiasi dengan memberikan kepastian hukum berdasarkan undang – undang. Guna lebih memberikan rasa aman dan menarik partisipasi seseorang mau menjadi whistleblower dan justice collaborator.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, maka disarankan untuk segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dinilai masih belum memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan perlakuan bagi pelapor tindak pidana(whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborators) di dalam perkara tindak pidana tertentu.
3. Sebaiknya lembaga penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Mahkamah Agung (MA) membuat suatu konsep pemikiran yang seragam atau sama mengenai whistleblower dan justice collaborator. 
.
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